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ABSTRAKS

MOHAMMAD ALFAN P, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Kajian Normatif Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Sudi Harmonisasi Pasal 49 UU. No. 50
Tahun 2009 jo. UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan Pasal 55 Ayat
(2 UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), Siti Hamidah,SH. MM,
Rachmi Sulistyorini.,.SH.MH.

Diamandemennya Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3
Tahun 2006 menambah wewenang absolut pengadilan agama pada bidang
ekonomi syariah. Pada saat yang sama, pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008
tentang perbankan syariah menunjuk pengadilan agama sebagai |lembaga
peradilan yang berkompetens absolut dalam menyelesaikan sengketanya secara
litigasi. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) perbankan syariah juga
memungkinkan berkompetensinya pengadilan umum dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya penempatan norma yang
saling bertentangan dan melahirkan dualisme kompetensi yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum.

Penulisan skripsi  ini  bertujuan untuk menganaisis harmonisasi
kompetens absolut pengadilan agama dalam hal mengadili dan menyelesaikan
sengketa perbankan syariah secaralitigasi.

Penelitian ini merupakan jenis penditian hukum yuridis normatif
(normatif legal research) dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-
undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach).
Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang
dilakukan dengan menghimpun bahan hukum dari berbagai literatur dan peraturan
perundang-undangan, dan dianalisa dengan menggunakan Interpretasi Gramatikal,
Interpretasi Sistematis, dan Interpretasi Analogis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan undang-undang
perbankan syariah belum harmonis dan sinkron dengan undang-undang peradilan
agama. Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan
Syariah merupakan penyebab kedisharmonisan dan sumber inkonsistensi karena
bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) dan (3) UU No 21 Tahun 2008 tentang
perbankan Syariah, kemudian pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50
Tahun 2009 tentang peradilan agama. Supaya tidak menimbulkan kerancuan,
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d lebih baik dihapus.

Saran bagi pemerintah, hendaknya merumuskan peraturan yang harmonis
dan sistematis sehingga tercapai efektifitas dan independensi lembaga peradilan
agama dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan bagi aparat di pengadilan
agama, supaya meningkatkan keahlian dan kemampuan sumber daya manusia
guna menunjang kesigpan dalam menangani penyelesaian sengketa perbankan
syariah serta memberikan sosialisas tentang kewenangan baru peradilan agama
pasca amandemen pada masyarakat. Sedangkan bagi pelaksana dan penggunajasa
perbankan syariah wajib mencari informasi dan mengetahui peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah, terutama penyelesaian
sengketanya.




BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang merbgitagam suku
dan kebudayaan dengan populasi pemeluk agama kedmsar didunia.
Berdasarkan hasil survey Pada tahun 2005, sek#®% persen dari total
keseluruhan penduduk Indonesia atau sekitar 2098d@0orang adalah
pemeluk Islant.Muslim di Indonesia terkenal dengan sifatnya yaraperat
dan toleran dalam menyikapi kemajemukan serta kelkhan agama dan
keyakinan.

Melihat kenyataan tersebut dapat dikatakan jikaatummuslim di
Indonesia adalah umat mayoritas, maka sudah sepgatika umat muslim
di Indonesia menjadi teladan ideal dalam menjatahidupan berbangsa dan
bernegara bagi bangsa-bangsa lainnya, tentunyak ungncapai cita-cita
luhur tersebut haruslah didukung dengan seperarggg@m dan instrumen
hukum yang memadai.

Perkembangan peradaban umat manusia tidak hamyki diari
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sematapitgiga didukung
dengan perkembangan hukum. Seperangkat sistem hysugnmumpuni dan

mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyatalalamnya

'Houghton Mifflin, The World Almanac and Book of Fadtew Jersey, World Almanac
Books, 2005.



akan mampu mengawal dan menciptakan keteraturag g@n menunjang
perkembangan peradaban tersebut.

Layaknya teknologi yang selalu berkembang seuigiggan perubahan
zaman, hukum pun bersifat demikian, perkembangawurhutidak hanya
menjadi jawaban atas keruwetan dan kerumitan tindeku manusia atas
pertumbuhan dinamika kehidupan sosialnya saja,pitefjaga sebagai
parameter seberapa maju dan seberapa beradabkdngesh suatu bangsa.
Kenyataan membuktikan bahwa semakin maju tingkatdadan suatu
masyarakat, maka semakin rumit pula aturan hukumy ggakai, hal tersebut
terjadi dikarenakan aturan hukum tersebut mengalpeniumbuhan serta
percabangan pada lini-lini lain yang belum pernahjahgkau oleh ranah
hukum sebelumnya, atau dengan kata lain hal-ha panar-benar baru yang
lahir sebagai konsekuensi logis dari perkembangam aktualisasi hukum
dalam peradaban itu sendiri.

Upaya mengoptimalkan peran hukum sebagai instrune&ayasa
sosial (aw as a tool of social engineeripghemerlukan penanaman landasan
moral yang kuat dimasyarakat, mengingat moral nakap landasan dasar
manusia dalam membangun integritas (kepatuhan daphaaturan/kode
tertentu). Integritas lahir dari ketaatan atau keéyan terhadap norma yang
dianut. Kehidupan manusia diliputi oleh berbagaicama norma yang

mempengaruhi  tingkah  lakunya. Suatu  Undang-Undang yang

’C.S.T. Kansil,Pengantar iimu hukum dan tata hukum indonesit, 8, Jakarta, Balai
Pustaka, 1989, hal.82-88. Menyebutkan bahwa tetdappat macam norma atau kaedah yang
ada dalam pergaulan hidup manusia yaitu: norma Agaoerma kesusilaan, norma kesopanan dan
norma hukum. Tiap-tiap horma memiliki karakterigfitn sangsi yang berbeda-beda. Tetapi pada
dasarnya, keseluruhan norma diatas memiliki seipeatamaan dalam hal fungsi, yaitu memberi



mengakomodasi norma agama atau nilai moral terteydng hidup
dimasyarakat dalam pembentukan substansi didalanmmsaniliki tingkat
keefektifan yang lebih signifikan. Obyek masyarakaing diatur dalam
Undang-Undang tersebut merasakan bahwa dengan afematan
melaksanakan aturan yang ada didalamnya, mereida hiamhya telah menjadi
warga negara yang mengabdi, berbakti dan menjunjumggi hukum yang
berlaku di negaranya, tetapi juga sekaligus telehaati ajaran agamanya dan
karena secara langsung maupun tidak langsung méstta melaksanakan
Firman Tuhan yang termaktub baik yang secara imptiaupun eksplisit ada
didalam substansi Undang-Undang tersebut. Senad@ade pernyataan
tersebut Eugien Elrich menyatakan bahwa hukum y@aig adalah hukum
yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyatakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-gnDasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni meligdwsegenap bangsa
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umuta sgncerdaskan
kehidupan bangsa, Kehadiran lembaga peradilan giaraeini tidak dapat
dipisahkan dengan tujuan negara Republik Indoné&deradaan lembaga
peradilan dalam sebuah misi penegakan hukum dadildeadi Negara ini
merupakan suatu keniscayaan, mengingat negara da@domdalah negara
berdasar atas hukureChtstaa), karena alasan-alasan itulah kemudian lahir

lembaga Peradilan Agama sebagai institusi peneghltinm berlandaskan

petunjuk kepada manusia bagaimana seorang hariisdiagr dalam masyarakat serta perbuatan-
perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbosaa pula yang harus dihindari.

Eugien Elrich juga menegaskan hukum positif harkenaefektif apabila selaras dengan
hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalamalistdntropologi deikenal dengan istilah
“pola-pola kebudayaant(lture pattern. Lihat Soerjono Soekantperspektif teoritis studi hukum
dalam masyarakatlakarta, Rajawali, 1985, Hal. 19.



pada nilai-nilai keagamaan yang merupakan salahjeais pengadilan dalam
lingkungan peradilan di Indonesia disamping PeaadilUmum/negeri,
peradilan Militer dan peradilan Tata usaha negaregysemua itu memiliki
induk yang sama, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkakmatstitusi¢ Badan
peradilan agama ini dilegitimasi dan diseragamkabekadaannya dalam
lingkungan kekuasaan peradilan agama di selurudyall Nusantara dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198fatey Peradilan
Agama dan berwenang dalam mengadili perkara kef@end&hususnya yang
menyangkut hak-hak sipil masyarakat muslim.

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disahkan,
kewenangan dan kedudukan pengadilan agama tidatimalunia peradilan
agama berada dalam keadaan suram. Suramnya duradil@ agama
disebabkan oleh tetap diberlakukannya lemba@iaekutorial verklaring.
Artinya, setiap putusan pengadilan agama baru meyapkekuatan hukum
berlaku setelah mendapat pengukuhan dan pernygssmndapat dijalankan
(fat eksekugidari pengadilan negeri. Hal itu menjadikan penlgadagama
selalu berada dalam posisi dibawah pengadilan ndgaena dapat berlaku
atau tidaknya putusan-putusan tergantung kepadagadéan negeri.
Disamping itu pengadilan agama dicabut kewenangams@jak tahun 1937
dan diteruskan pada masa orde lama, khususnya madalah kewarisan.
Tindakan ini sengaja diciptakan oleh pemerintahoKk@l Belanda dahulu

untuk mengendalikan dan mengawasi badan peradgama dengan cara

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun Z0értang Kekuasaan Kehakiman
pasal 2.

*Warkum sumitro, Perkembangan Hukum Islam Ditengah Dinamika SosialitiR
IndonesiaCet.1, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hal..112



tidak melengkapi susunannya dengan jurusita, sghimgengadilan agama
menjadi pengadilan semu yang tidak mandiri dalanfeksanakan putusan—
putusannya.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun I88%gadilan
agama telah mandiri, artinya semua putusan-putpsaadilan agama tidak
perlu mendapatkan putus#iat eksekusi dari pengadilan negeri sehingga
pengadilan agama dapat menjalankan fungsinya. Bepgiga tentang
wewenang untuk menjalankan putusan merupakan furigsu bagi
pengadilan agama, karena sebelum berlakunya Undadgng Nomor 7
Tahun 1989 kewenangan tersebut ada pada pengaedgmi, namun setelah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan itupada pengadilan
agama, hanya saja prosedur dan tata cara pelaksamasan tetap mengikuti
ketentuan hukum acara perdata atau ketentuan selzanga berlaku pada
pengadilan negefiSejak saat itu, pengadilan agama menjadi salahdsaitu
empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kdek@aannya dalam
menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam dAdadang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimgaa ditegaskan
dalam perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor d@t&009. Undang-
Undang inilah yang kemudian dianggap sebagai bakgkitnya Peradilan
Agama menjadi peradilan yang sesungguhnya.

Awalnya pengadilan agama merupakan salah satu gaglak
kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk memerilaa memutuskan

perkara perdata tertentu yang timbul bagi rakyatcpe keadilan yang

®Khairuman, Intisari Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama $gbeDan Sesudah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (onlinwew.badilag.net, (9 Desember 2010).



beragama Islam tentang soal nikah, talak, rujukaicenafkah, kewarisan,
wagaf dan lain laid. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara warisadalsarkan Undang-
Undang Peradilan Agama dibatasi dengan adanyadpsik®

Hak opsi memunculkan masalah baru, karena bisp@#ara warisan
diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negedra bersamaan oleh
para pihak yang bersengketa. Pada kasus ini tedajadit sengketa
kewenangan mengadili antara pengadilan pada badeadian yang satu
dengan pengadilan pada badan peradilan yang lahinggm harus
diselesaikan dahulu melalui Mahkamah Agung sebagagadilan tingkat
pertama dan terakhir. Perkara ditunda sampai atissgau Mahkamah Agung
mengenai pengadilan mana yang berhak mengadilapetiersebut, hal ini
tentunya akan sangat merugikan para pihak yangtena karena disamping
menimbulkan ketidakjelasan hukum, juga memakan wvakin biaya yang
tidak sedikit.

Hal yang terbaru adalah pesatnya dinamika yang@diedi dalam
kegiatan ekonomi dan bisnis syariah ternyata telaimbawa implikasi yang
cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaganhirkplikasi terhadap
pranata hukum disebabkan sangat tidak memadaimgaglet norma dalam
mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis syariah ysedemikian pesat.

Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatdsngan melakukan

'C.S.T. Kansilop.cit hal. 343-344.

®Hak opsi adalah hak yang memberi kesempatan pagapiizak untuk memilih hukum
yang akan digunakan dalam menyelesaikan pembagamisam atau biasa disebut dengan
“pilihan hukum” (choice of lay. Jadi hak opsi adalah pilihan hukum bagi padalpirang
bersengketa khusus dalam perkara warisan untuk mpare penyelesaian melalui jalur Hukum
Perdata Burgerlijk Wetboek Hukum Islam atau hukum Adat. Hal ini ditegaskdalam
Penjelasan Umum angka 2 alinea ke-5 Undang-UndamgoR 7 Tahun 1989.



reformasi hukum di bidang ekonomi syariah. Berbagpaya dilakukan
melalui pembaharuan atas substansi produk-proddkurhuyang sudah
tertinggal maupun dengan membuat peraturan Pergrddadangan baru
mengenai bidang-bidang yang menunjang kegiatan ogkordan bisnis
syariah’ Karena itulah kemudian Undang-Undang Nomor 7 Taha89
diamandemen dengan diundangkannya Undang-UndangoMN@&mTahun
2006.

Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubaltas @ndang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaupakan tonggak
penguatan dan memperkokoh posisi Peradilan Agamalindbnesia.
Berdasarkan amandemen, disebutkan bahwa peradiganaadalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak lagi seselagah perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat. Amandemen terhadap ndddadang ini
telah membawa perubahan besar terhadap kelembageagadilan,
khususnya peradilan agama. Salah satu materi gegéing diamandemen
adalah tentang kompetensi absolut pengadilan afama.

Diamandemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ateng
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilaan¥sg berpengaruh
sangat besar, baik terkait dengan eksistensi dgargarilan agama maupun
dari kewenangannya. Kewenangan pengadilan aganealudip sebagaimana

terdapat dalam Pasal 49. Pengadilan agama bertamasmenyelesaikan

°Eman SuparmarRerluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Daléemeriksa Dan
Memutus Sengketa Bisnis Menurut Prinsip Syaristakalah disampaikan pada acara Sharia
Economic Research Day, Masyarakat Ekonomi Syafidi) Pusat, UNIVERSITAS YARSI,
Jakarta, Kamis, 10 Juni 2010, hal. 3.

YEman Suparmaribid., hal. 4.



perkara di tingkat pertama antara orang-orang yemggama Islam di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakatagnfshadagah dan ekonomi
syariah. Kewenangan pengadilan agama dalam ekonayariah
mencakup: bank syariah, lembaga keuangan mikroasyagisuransi syariah,
reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasiabyalan surat berharga
berjangka menegah syariah dan bisnis syariah, d@milpula dengan
dihapuskannya pilihan hukunehoice of law dalam perkara waris (alinea 2
Penjelasan umum UU Nomor 7 tahun 1989), maka perkeawarisan bagi
orang Islam mutlak menjadi kewenangan absolut pltageagama.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berisi 4RBljahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kemudian dalamkep@rangannya
diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 50nta2@09 dan
merupakan landasan kuat akan kokohnya kedudukagagg#an agama
berikut dengan kewenangan yang dimilikinya. Senrarita amandemen ke |l
dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu Undadndang Nomor 50
Tahun 2009 memuat perubahan atau tambahan bartardiaya sebagai
berikut™
Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama
Hakim Adhoc di Peradilan Agama
Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY
Putusan bisa dijadikan dasar mutasi
Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY
Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KXKM&
Tunjangan hakim sbg pejabat negara
Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. teeadPP, 60
PA dan 62 PTA
9. Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama

10.Jaminan akses masyarakat akan informasi pengaddan,
11. Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarilgiun

0 N OOT g

Y“penjelasan Umum UU. No 50 Tahun 2009 Tentang Haredama.



Amandemen tersebut merupakan kemajuan yang |wesa bidalam
dunia peradilan agama. Sebuah perwujudan citayaitg sangat didambakan
oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya sertarhgkngadilan agama
khususnya, setelah melewati perjalanan sejarah asmuag panjang.

Konsekuensi ditambahnya kompetensi absolut pelagadagama
adalah kewenangan pengadilan agama menjadi setargam pengadilan
negeri dalam memeriksa sengketa-sengketa bisng gajukan kepadanya.
Satu hal yang secara prinsipil membedakan pengadigama dengan
pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa bigaiatabasis sengketanya,
yaitu lembaga ekonomi syarigh.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengamandedredang-
Undang peradilan agama ini tentu saja dimaksudkdankumengakomodasi
tuntutan kondisi masyarakat yang semakin berkempasgt. Oleh karena itu,
lembaga penyelesaian sengketa juga mengalami évoksgikuti tuntutan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang seraikipleks. Dewasa
ini, sifat maupun kualitas sengketa yang terjadiaan tidak sederhana, dan
karakternya pun sangat berbeda dengan karakteketangang muncul pada
masa-masa sebelumnya. Oleh karenanya paradigmalesaign sengketa
pun mengalami pergeserén.

Penambahan kewenangan pengadilan agama dalam |essiken
sengketa dibidang ekonomi syariah tersebut mengtdh perluasan asas

personalitas dalam peradilan agama yaitu termasakgoorang non muslim

?Eman Suparmaribid., hal. 6.
¥*Eman Suparmaribid., hal. 5.
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yang secara sukarela menundukkan diri di dalamdgmikian pula halnya
dengan perkembangan perekonomian di Indonesia,tikedou masyarakat
akan jasa-jasa perbankan syariah mengalami penamgkgng signifikan,
apalagi sejak krisis keuangan global yang melareldos perekonomian
masyarakat diseluruh dunia, sistem ekonomi syagdbukti sangat tangguh
dan tahan dari serangan krisis yang bertubi-tubi.

Aktualisasi nilai-nilai ekonomi Islam ini menjagienting terutama
dalam upaya mencari jalan keluar dari krisis mutiehsional yang pernah
dialami Indonesia. Sistem yang bersumber dari aj#ledni ini terbukti tetap
tangguh menghadapi krisis ekonomi dan krisis keaangang terjadi pada
tahun 1998 maupun tahun 2008 dan hingga saat risiskekonomi ini juga
berimbas pada sektor perbankan di Indonesia. Melaghasituasi dan
keadaan itu, masyarakat dan pemerintah pada akhimgnyadari akan
pentingnya mencari dan mengembangkan sistem ekaaltematif yang tidak
berpotensi krisis atau setidaknya lebih tahan t&ahayjuncangan krisis, maka
sejak saat itulah masyarakat mulai melirik sisteenekonomian Islam dan
perbankan syariah sebagai sistem alternatif yandadimemenuhi kriteria
tersebut. Ketahanan sistem perbankan syariah tgphdntaman Kkrisis
keuangan global telah membuka mata para ahli ekodoma. Banyak di
antara mereka yang melakukan kajian mendalam tephgetrekonomian
berlandaskan prinsip-prinsip syariahSistem ini sekarang menjadi sangat
populer dan berkembang pesat dengan menjamurnyabizark dan lembaga-

lembaga keuangan Islam lainnya di Indonesia, seuengan perkembangan

Y“Akbar Muzakki, 2009ketika barat jatuh cinta pada sistem ekonomi sya(@nline),
http://dunia.pelajar-Islam.or.id/dunia.pii/209/ketibarat-jatuh-cinta-pada-sistem-ekonomi-
syariah.html,(22 Agustus 2010)
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tersebut diperlukan rambu-rambu yang mengatur addarsus tentang sistem
ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam merupakan payung bagi senmmbdga
ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Melaluiskpnekonomi Islam
didalamnya terakumulasi nilai, prinsip, teori, aekbidah ekonomi berbasis
ajaran Islam yang pada muaranya akan diterapkaamdakelbagai bentuk
lembaga usah@.Hal itulah yang kemudian mengilhami lahirnya Unglan
Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secaraukhientang
Perbankan syariah dan merupakan salah satu landagairm ekonomi
syariah di Indonesi&

Salah satu hal yang cukup kontroversial dalam dgdandang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ladalkkait dengan
penyelesaian sengketa pada bab IX pasal 55 aygai(®) menyatakan bahwa
para pihak yang telah memperjanjikan penyelesagmgketa syariah diluar

lingkungan peradilan agama dapat menyelesaikanay@dabarkan isi akad.

Hasbi HasanKompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Pafk&onomi
Syariah cet. 1, Depok, Gramata, 2010, hal. xvi.

perspektif hukum sebagaimana dikemukakan diatas gashrnya hendak menegaskan
bahwa pelembagaan prinsip syariah merupakan satukbkonkretisasi proses transformasi sub
sistem hukum Islam menjadi bagian utuh sistem hugasitif nasional dan menjadi seperangkat
aturan yang secara ekskusif mengatur sistem opeeddiegiatan ekonomi, yang pada gilirannya
akan makin memperkuat otoritas hukum Islam dalaeragional konsep dan sistem ekonomi
syariah. Dalam pengertian ini, eksistensi dan @sfukum Islam telah mendapat delegasi secara
yuridis formal pemberlakuannya dalam tertib hukwgi&tan bisnis dan ekonomi pada umumnya.
Lihat Hasbi Hasaripid., hal. xvii.

"Beberapa kelemahan yang muncul pada penyelesaiazkee di pengadilan seperti
proses yang memakan waktu lama, dan hasilnya bt#am memuaskan para pihak. Padahal,
masyarakat membutuhkan proses penyelesaian yara, defak formalistis, mudah, berbiaya
murah dengan hasil yangvin-win solutiondan dapat diterima di dunia bisnis serta yanghlebi
penting mampu menjaga reputasi pelaku bisnis ihjngiga terhindar dari resiko kehilangan
kredibilitas akibat sengketa dengan konsumen yialads tliselesaikan dengan cara terbaik dan
to date Jalur non litigasi yang selanjutnya disebut sebgajur alternatif dalam penyelesaian
sengketa tampak menjadi jawaban paling tepat atésmiahan dan kekurangan penyelesaian
sengketa secara litigasi dalam menyelesaikan parsadi atas, keberadaan badan arbitrase
menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Badatremdiyang berfungsi menyelesaikan sengketa
muammalat sekarang lazim disebut Basyarnas. Awabagian arbitrase Islam ini disebut Badan
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Penjelasan yang dimaksudkan dari “isi akad” dalahim adalahpertama

yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawatadua yaitu mediasi

perbankanketiga yaitu melalui badan arbitrase syariah nasionatigé&epoin

tersebut dapatlah dikatakan sebagai bentuk dariygbesaian sengketa
perbankan syariah secara non litigasi, namun pageakpempatmenyatakan
bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan mepesnogadilan dalam
lingkungan peradilan umum, ini merupakan bentukypksaian sengketa
secara litigasi, padahal penyelesaian sengketarasditigasi sudah diatur
sebelumnya dalam pasal 55 ayat (1) yaitu menjadigatensi pengadilan
dalam lingkungan peradilan agama, dengan demikasalb5 ayat (2) poin
keempat menimbulkan anomali hukum yang menjurus pada dualis
kompetensi, demikian pula ditegaskan dalam pasalagét (3) bahwa
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkanagatlg?) tidak boleh

bertentangan dengan prinsip syariah, dengan demtkagpatkah pemberian

Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui), kemudian batg nama menjadi Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas) berdasarkan kesepakiiam Rakernas MUI tahun 2002 dan
dengan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 menjadi lendsm arbiter yang menangani
penyelesaian perselisihan sengketa dibidang ekorsyaiiah secara non litigasi. Kehadiran
Basyarnas di Indonesia merupakan swatoditio sine qua nodan secara yuridis formal masih
merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ahgntArbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini adalabkpo&nerapan semua lembaga arbitrase di
indonesia. Perumusan aturan ini sesungguhnya dandilatarbelakangi perkembangan bisnis
ekonomi konvensional yang banyak menimbulkan setagkDengan demikian, muatan-muatan
yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi syariatsukhya Basyarnas sebagai penyelesai
sengketa terlihat tidak begitu diakomodir. Akibainyerdapat berbagai persolan muncul, seperti
kewajiban Basyarnas mendaftarkan putusan arbitkespengadilan negeri, dan yang terbaru
SEMA No.8 Tahun 2010 yang membatalkan SEMA No.8uhaR008 berpotensi menimbulkan
persoalan hukum di kemudian hari karena tidak miemy@an siapa lembaga yang benar-benar
berwenang melakukan eksekusi putusan basyarnasggatdapat dikatakan jika landasan hukum
penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara tigasipun sebenarnya masih menyisakan
banyak masalah akibat ketidakjelasan mengenai pédaga manakah yang berwenang
mengeksekusi putusan basyarnas. Lihat Adrian SiRReddbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa
Segi Hukumcet. 1, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, Hal. 173-1
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wewenang untuk menyelesaikan sengketa perbankaiatsymda pengadilan
umum akan menjamin terlaksananya ketentuan dalasal @@ ayat (3),
mengingat pengadilan umum lebih cenderung berpigdda aturan
konvensional yang tidak berlandaskan prinsip sharia

Perbedaan konsep serta landasan hukum yang damke&ndasar
antara perbankan syariah dengan perbankan konwahsseharusnya juga
diikuti dengan diferensiasi dalam penanganan pesg&n sengketanya.
Penanganan penyelesaian sengketa yang timbul paldanian syariah sudah
semestinya berbeda dengan penanganan penyelesaigketa yang timbul
pada perbankan konvensional, pada sengketa perbaykaiah tidak hanya
diperlukan hakim yang memiliki wawasan yang mendasangenai hukum
perdata dan hukum acara perdata terkait hukumshittapi juga hakim yang
mengerti seluk-beluk hukum Islam terkait dengan umukekonomi Islam
yang menjadi dasar dalam menjalankan prinsip p&dyagyariah.

Munculnya dualisme kompetensi pada penyelesaiangkséa
perbankan syariah seolah-olah memberikan alteryatify juga sekaligus
menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak yangsérgketa dalam
menentukan pengadilan umum ataukah pengadilan agan@ sebenarnya
lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa pdebansyariah.
ketidaktegasan Undang-Undang perbankan syariah mdataenentukan
lembaga peradilan manakah yang berwenang mengadijketanya seolah—
olah telah membuka ruang untuk memilih hukum ataangdn kata lain
memunculkan hak opsi baru dalam penyelesaian stm§lerbankan Syariah.

Padahal, sebagaimana diketahui dalam Undang-Undanpr 7 Tahun 1989
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yang memberikan hak opsi (pilihan hukum) bagi setmkkewarisan pada
kenyataanya hanya memberikan dampak dan pembeldjakaim yang tidak
baik bagi masyarakat maupun sistem hukum itu sendir

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang perbankan symgahbertentangan
secara horizontal dengan Undang-Undang Nomor 32006 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agakiususnya
ketentuan pasal 49 mengenai kompetensi absoludif@araagama dalam
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarabeir&ga bidang perdata
tertentu yang salah satunya perkara ekonomi syatiatana didalamnya
termasuk Bank Syariah. Seharusnya ketika kewenasgagketa ekonomi
syariah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agasebagaimana
ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang NomdraBun 2006, maka
setiap Undang-Undang bernuansa ekonomi syariah ydingdangkan
sesudahnya harus memperhatikan ketentuan yangatata dndang-Undang
peradilan agama, khususnya ketentuan yang mengatugenai penyelesaian
sengketanya, hal ini mengingat bahwa persoalan aghbrislam dimana
didalamnya termasuk perbankan syariah, penyelesagketa litigasinya
sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun ,2086ni menjadi
kompetensi absolut peradilan agama, dengan denkieaenangan peradilan
agama telah dilegitimasi secara konstitusionalerkaritu keberadaannya
sudah sangat kuat.

Berdasarkan latar belakang diatas, akan diandtigisonisasi dan
disharmonisasi antara instrumen hukum dengan msinuhukum lainnya

(Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya). Tiglkan kajian ini
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adalah menganalisis dan mencermati keterkaitarraang@asal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No&@iTahun 2009
tentang Peradilan Agama dengan pasal 55 ayat (@dgaUndang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Khususnyabateaa kompetensi
absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengletmnkan syariah.
Namun mengingat luasnya pembahasan yang berkatagad penyelesaian
sengketa perbankan syariah baik secara litigasiporaunon litigasi, maka

penelitian ini membatasi hanya pada penyelesaragkséa secara litigasi saja.

. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang di ataka rmparumusan
masalah yang dapat ditarik pada penelitian iniadal
Bagaimana harmonisasi kompetensi absolut pengadimma berdasarkan
pasal 49 UU. No. 3 tahun 2006 dalam hal mengadih dhenyelesaikan
sengketa perbankan syariah secara litigasi tedkaiggan pasal 55 ayat (2) UU.

No. 21 Tahun 2008.

. Tujuan Pendlitian

Untuk mengkaji dan menganalisis harmonisasi konmsetbsolut pengadilan
agama berdasarkan pasal 49 UU. No. 3 tahun 20@nda&l mengadili dan
menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedgesiliterkait dengan pasal

55 ayat (2) UU. No. 21 Tahun 2008.
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D. Manfaat Penelitian
Menjelaskan dan menguraikan manfaat-manfaat ygegaleh secara
teoritis, metodologis maupun aplikatif dari penafityang dilakukan.
1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini bertujuan memberi masukan yang rberaagi
perkembangan Undang-Undang Peradilan Agama dan ngrddadang
Perbankan Syariah di Indonesia dimasa yang akaanglakhususnya
terkait sinkronisasi dan harmonisasi KompetensiohlisPeradilan Agama
dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis (operasional):

a) Bagi pemerintah, mememberi kontribusi berupa saapada
pemerintah khususnya dalam merumuskan pembentuleem d
pembaharuan peratuan perUndang-Undang terkait denga
harmonisasi dan sinkronisasi Undang-Undang peradidgama
dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya ba&seertikal
maupun horizontal khususnya yang terkait dengarabgdUndang
perbankan syariah, dengan selalu memperhatikannmdamatuhi
kaidah-kaidah pembentukan peraturan Perundang-ldadayang
tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 200fiafnya
adalah menghindari saling tumpang tindih aserlappingantar
peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat meajsasan
parameter kewenangan absolut bagi pengadilan agatam
menjalankan tugasnya yaitu menegakkan keadilan tdesipta

seperangkat aturan hukum yang sinergis dan efejdihg
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memungkinkan tercapainya prinsip peradilan sedeshaepat,
berbiaya ringan.

b) Bagi akademisi, menambah wawasan dan pengetahusande
perbandingan antara teori yang diterima dalam pietian dengan
aplikasinya dalam dunia litigasi terkait dengan Ketensi
Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sen@lestzankan
Syariah

c) Bagi Hakim Pengadilan Agama, menjadi referensi daman
pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sengkegtardjadilan
agama yang memiliki keterkaitan dengan masalah ap&dn
syariah

d) Bagi Pengguna Jasa Perbankan Syariah, memberilsaddm@n
dan pemahaman pada masyarakat secara luas, khaispany
pengguna dan pemakai jasa perbankan syariah yangahaeni
permasalahan yuridis dan berperkara dipengadilan.

e) Bagi Masyarakat, menjadi tambahan sumber informaan
pedoman bagi masyarakat tentang beracara di pdmgaajama

terkait hukum ekonomi Islam khususnya bidang peddarsyariah.

F. Sistematika Penulisan
Sub bab ini memberikan gambaran yang jelas damatermengenai
konsep penyusunan skripsi. Berikut dikemukakanewsiatika dan alur

pembahasan yang terbagi dalam:
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BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi pengantar dari keseluruhan penulisiampsi mengenai
Kajian Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Agamaalagn
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studidd&gzasi Pasal 49
UU. No. 50 tahun 2009 jo. UU. No. 3 Tahun 2006 &egtPeradilan
Agama dengan Pasal 55 Ayat 2 UU. No 21 Tahun ZD&8tang
Perbankan Syariah) yang meliputi latar belakangatahs rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiangistematika penulisan.

BAB || KAJIAN PUSTAKA
Bab ini berisi uraian sistematis tentang teori dgsag relevan terhadap
fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yangda¢ dari pustaka
mutakhir yang memuat teori, asas, konsep, pengeapatsarjana hukum
dengan kualifikasi tinggitkle most highly qualified legal schoolars’
opinion) yang berhubungan dengan penelitian serta melapdaslisan
dan pembahasan berkaitan dengan pokok bahasan tgedig dari
kajian tentang Kekuasaan kehakiman, Peradilan Agdfoapetensi
Absolut Peradilan Agama, Perbankan Syariah

BAB Il METODE PENELITIAN
Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan ufisn dalam
melakukan penelitian yang terdiri dari Tipe Peralit metode
pendekatan, jenis dan sumber Bahan Hukum, Prodeengumpulan

Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
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BAB |V PEMBAHASAN
Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian yehgh dilakukan
yaitu gambaran umum Peradilan Agama, kompetensolAb®eradilan
Agama, gambaran umum perbankan syariah, Harmonldadiang-
Undang Peradilan Agama dengan Undang-Undang PexbaBiariah

mengenai Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalamygdesaian
sengketa Perbankan Syariah

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dari hasil pembahasan-ldt sebelumnya

dan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagiaspihak yang

terkait.
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BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Peradilan Agama
1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Penegasamesid
sebagai negara yang berdasarkan hukum dituangkam gasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yangatad@ay bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuearsi pgnegasan
tersebut adalah adanya perlindungan hak asasi maadanya kekuasaan
kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakadilpergang bebas
dan tidak memihak, serta adanya legalitas dalanhaktum dalam segala
bentuknya.

Demi mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yaegdeka
berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang D&4é&r, 1elah diadakan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahur® 16itang
pokok-pokok kekuasan kehakiman dan Undang-Undangdd@5 Tahun
1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 tdl9di® yang
diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 200&nenKekuasaan
Kehakiman, dan yang terakhir Undang-Undang Nomofatiun 2004
tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48iié&009 tentang
Kekuasan Kehakiman. Salah satu inti dari UndangadgdNomor 4 tahun
2004 adalah pelaksanaan prinsip satu atape (roof systeinterhadap

lembaga peradilan baik itu terkait dengan keleméagaaupun teknis
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administrasi dan finansial peradilan sebagaimanenkgan pasal 13 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Adapun alagang
mengharuskan adanya perubahan atas Undang-UndamgrNb Tahun
2004 menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 200%tenKekuasan
Kehakiman adalah karena Undang-Undang Nomor 4 T204 belum
mengatur secara komprehensif tentang penyelenggakakuasaan
kehakiman dan perubahan tersebut untuk memperleratefenggaraan
kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peragidag terpadu
(integrated justice systerh

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2@09
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekudsataakiman yang
merupakan pelaksanaan pasal 24, pasal 24A, paBalpaéal 24C dan
pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen terdidkuasaan
kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah MalskaAgung dan
badan peradilan dibawahnya meliputi badan peradidam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingamn peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara ddeh sebuah
Mahkamah konstitusi. Masing-masing badan peradilatas mempunyai
tingkatan-tingkatan dan semua badan peradilanbgrdserpuncak pada

Mahkamah Agung.

'Ahmad Zaenal Fanarfekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Masa Depaaditen
Agama (analisi uu no. 48 tahun 2009 dan uu noab@im 2009)online), http://Badilag.net. Pdf,
(31 oktober 2010)
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Tanggal 29 Desember 1989, Undang-Undang Nomor 7mah
1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundand&lam lembaran
negara RI. 1989 No. 49. Dengan lahirnya Undang-bgdmi setiap
lingkungan peradilan yang disebutkan dalam pasalJ@flang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 sudah memiliki landasan kedaduklan
kekuasaan.

Salah satu tujuan pokok Undang-Undang Nomor 7 tdla89 di
atas adalah mempertegas kedudukan dan kekuasgkangan peradilan
agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaanrkehastaujudicial
powerdalam negara Republik Indonesia. Penegasan tupuderdasarkan
rumusan konsideran huruf ¢ dan e.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubatas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradNgama telah
disahkan oleh DPR RI Pada tahun 2006, dan padan t2BQ9 terjadi
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tah88 @i@ngan
disahkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.eBrpsrubahan
berjalan lancar tanpa kontroversi. Kewenangan RblagaAgama yang
ada pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2@G8ah
kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, dalananatingkungan
peradilan lain tidak berhak untuk mengadili senglsngketa
sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut,pdparan diatas
khususnya pasca disahkannya Undang-Undang Nomoah8inT 2006,
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undiorgor 48

Tahun 2009, nampak bahwa posisi Peradilan Agamagselsalah satu
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pelaku kekuasaan kehakiman sudah sangat kokoh, stamasejajar
dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu aggan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Sejarah kekuasaan kehakiman mulai dari awal kerkaate
sampai masa reformasi menunjukkan bahwa kekuasehakiknan itu
dinamis serta selalu terkait dengan dinamika sa$sal politik hukum
bangsa.

2. Asas-Asas Hukum Acar a Peradilan Agama.?

Asas-asas hukum acara peradilan agama (syariam)lstecara
lengkap dan detail dapat dibaca dalam bBkmbaharuan Hukum Acara
Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah doiresia.Namun,
secara garis besar, kaitannya dengan sengketa maka®yariah dapat
disebutkan sini, yaitu sebagai berikut.

a. AsasKetuhanan
Peradilan agama dalam menerapkan hukum terhad&araer
ekonomi syariah selalu berpedoman pada sumber halama Islam
dan hukum-hukum lain yang tidak berlawanan dengarsip-prinsip
hukum Islam sehingga tiap putusan dan penetapans hdengan
kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan irdn-irah
‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA” (Pasal 57 UU No. 59 Tahun 2009 tentangd@édan

“Ahmad Mujahidin Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian SengketsoBl®yariah di
Indonesia Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 30-35.
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Agama jo. Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ks&an

Kehakiman.

. Asas Personalitas | lam dan Penundukan Diri

Pada pihak berperkara dalam sengketa ekonomi bygeag
dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agaamyalah
mereka yang beragama Islam termasuk di dalamnyaladeang atau
badan hukum atau mereka (nonmuslim) yang dengadirsgm@
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum IgRasal 2
dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga daal R@sayat (1)
UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 dan Penjelasabiy/alo. 3 Tahun
2006). adapun letak personalitas kelslaman berpatghada saat

terjadinya akad yang dibuat antara kedua belatkpiha

. AsasKebebasan

Asas ini merupakan asas paling sentral dalam kphmu
peradilan, sebab peradilan diselenggarakan secendeka, bebas dari
campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya daeb&san dari
paksaan direktiva atau rekomendasi yang datang dari pilekistra
yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan Undang-Undangs@P 24
UUD 1945 jo. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009).

. AsasBersifat Menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dalam peaksengketa
ekonomi syariah diserahkan sepenuhnya kepada pigiakg
berkepentingan, dengan kata lain dikenal dengasr&sao judex sine

actor (kalau tidak ada penuntutan maka tidak ada hakia@mun
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demikian, sekali perkara ekonomi syariah diajukapaddanya, hakim
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilimpeskipun
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelaas(@s curia
novit, Pasal 16 (1) UU No. 48 Tahun 2009 jo. Pasal 56 NidJ 50

Tahun 2009).

. AsasHakim Bersifat Pasif

Ruang lingkup sengketa perkara ekonomi syariamuikan oleh
para pihak berperkara, bukan oleh hakim. Hakim aamgmbantu
para pencari keadilafusticiable) untuk tercapainya keadilan (Pasal
(2) UU No. 48 Tahun 2009).

Asas Sidang Terbuka untuk Umum (Publisitas)

Persidangan perkara ekonomi syariah harus terbutkg umum.
Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi haksasaanusia serta
menjamin objektivitas pemeriksaan yang fair. Apakitlak memenuhi
asas ini, maka seluruh pemeriksaan dalam perkayaoek syariah
tersebut beserta putusannya tidak sah, tidak merkdkuatan hukum
serta putusan batal demi hukum. Akibatnya, putusemjadi non-
excutieble(Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 galP®
(1) dan (2) UU No. 50 Tahun 2009). Adapun yang disod dengan
terbuka untuk umum adalah terbuka untuk siapa gajay ingin
menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pesaan
persidangan tanpa mempersoalkan apakah mereka egdantingan

atau tidak.
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g. AsasEquality (Mendengar Kedua Belah Pihak)

Bahwa pengadilan agama mengadili perkara senglketaomi
syariah menurut hukum dengan tidak membeda-bedaieang. Untuk
itu, hakim harus memperlakukan sama kepada kedah pihak
berperkara sehingga tidak ada pembedaan yangateiskriminatif,
baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun disknasi
kategoris. Maksud dari diskriminasi normatif adalaiembedakan
aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak ybergperkara
sedangkan yang dimaksud dengan diskriminasi kategadalah
membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkas stsial, ras,
suku, jenis kelamin, dan budaya (Pasal 5 (1) UU 48Tahun 2009
jo. Pasal 121 (2) HIR).

h. AsasRatio Decidendi (Putusan Harus Disertai Alasan)

Semua putusan dalam perkara sengketa ekonomi Isyiaias
memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untukjadén memuat
pasal-pasal tertentu dan peraturan Perundang-Uadangang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangatddijadikan
dasar untuk mengadili (Pasal 25 (1) UU No. 48 Takoo).

i. Asas Pengenaan Biaya Perkara

Penanganan perkara sengketa ekonomi syariah diagkay
agama pada asasnya dikenai biaya perkara yanganim@ telah
diperkirakan oleh pengadilan agama, sehingga sejurahng yang

dibayarkan sebagai uang panjar perkara kepada gsetudj
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kepaniteraan akan diperhitungkan kemudian. Bagg ytadak mampu
membayar biaya perkara, dapat mengajukannya setan@-cuma
(prodeg dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan peméayar
biaya perkara, dengan mengajukan surat keterargarhampu yang
dibuat oleh kepala desa/lurah tempat tinggalnyag y@disahkan oleh
camat setempat. Meskipun telah menyertakan sudak tmampu
membayar biaya perkara, majelis hakim tetap mems@ritentang
ketidakmampuannya pihak yang mengajukan gugataaliet (Pasal 5
(2) UU No. 48 Tahun 2009 jo. Pasal 89 dan 90 UU B®.Tahun
1989).
j. AsasFleksibelitas
Pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah gkuimgan
peradilan agama harus dilakukan dengan sederhapat dan biaya
ringan (Pasal 57 (3) UU No. 50 Tahun 2009 jo. P4qa)) dan Pasal 5
(2) UU No. 48 Tahun 2009). Sedangkan yang dimakimjan asas
sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah sebagaitb
1) Sederhana, yaitu proses beracara dengan jelasghmdidahami
dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak paftamalitas-
formalitas yang tidak penting dalam persidangaialeapabila
terjebak pada formalitas-formalitas yang  berbediitb
memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.
2) Cepat, yaitu dalam melakukan pemeriksaan hakimshaerdas
dalam  menginventarisir persoalan yang diajukan dan

mengidentifikasikan  persoalan tersebut untuk keandi
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mengambil intisari pokok persoalan untuk selanjatdigali lebih
dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabilasd@gesuatunya
sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada taira kecuali
majelis hakim harus secepathya mengambil putusatukun
dibacakan di muka persidangan yang terbuka untukoum
3) Biaya ringan, yaitu harus diperhitungkan secaras|orinci dan
transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain lagar
kepentingan para pihak dalam perkara, sebab tiggginaya
perkara menyebabkan para pencari keadilan bersdapori
terhadap keberadaan pengadilan. Khusus persoalaya bi
sebenarnya harus mengacu pada payung hukum terdesdipa
PP karena menyangkut mengenai penerimaan negaaa ipalak,
melalui lembaga negara berupa pengadilan.
k. AsaslLegalitas
Asas legalitas dalam perkara sengketa ekonomi adyari
merupakan hak perlindungan hukum dan sekaligus gaebhak
persamaan hukum (Pasal 3 (2), Pasal 5 (2), dah ®éspUU No. 48
Tahun 2009 jo. Pasal 2 UU No. 3 UU No. 3 Tahun 2086n pada
asasnya pengadilan agama mengadili menurut hukiamagdslam
dengan tidak membeda-bedakan orang sehingga halt @ang
berkenaan dengan persamaan hak dan derajat sediagp di muka
persidangan pengadilan agama tidak terabaikan.
Hak perlindungan hukum dan persamaan hukum dalakanze

sengketa ekonomi syariah itu sendiri adalah senmdgakan yang
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dilakukan oleh pengadilan agama adalah tidak meowaag dari nilai-
nilai hukum Islam, mulai dari tindakan pemanggilaemeriksaan di
persidangan, keterangan saksi, penyitaan, pemanksetempat,
pertimbangan hukum dalam putusan, dan pelaksanatasgn tidak
atas dasar kehendak dan kemauan pribadi hakim.

Asas Perdamaian

Upaya perdamaian harus dilakukan secara sunggugshroleh
hakim yang menyidangkan perkara sengketa ekonoariasy dalam
setiap tahapan proses persidangan sampai perkanguslidan sifat
perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim adaktsusifat
imperatif (Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU MoTdhun 1989 jo.
Pasal 16 (2) UU No. 48 Tahun 2009).

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perbalisdengan
melalui pendekatan islah (damai), sebab bagaimanama adilnya
suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adsill@utusan itu berupa
perdamaian. Mengingat dalam suatu putusan yangirbagapun
adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkanydaug dimenangkan.
Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkansama-sama
dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhlkakim, akan tetap
dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah.

. Asas Aktif Memberikan Bantuan

Hakim harus aktif memberikan bantuan kepada kedelahb

pihak berperkara dalam pemeriksaan perkara seng&ktamomi

syariah mengenai tata cara persidangan untuk tEroap keadilan
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(Pasal 119 HIR jo. Pasal 143 R.bg jo. Pasal 58J(2)No. 48 Tahun
2009 jo. Pasal 5 (2) UU No. 48 Tahun 2009). Keaktithakim
memberikan bantuan hanya sebatas pada masalah Hokaal tidak
berkenaan dengan masalah hukum materiil atau podddara.
. AsasInter Partes dan/atau Erga Omnes

Asasinter partesadalah putusan yang akibat-akibatnya hanya
berlaku pada perkara yang diputuskan. Terhadapagedain yang
datang kemudian dan mengandung persamaan belumu tent
diberlakukan, semuanya diserahkan sepenuhnya kedpdm yang
memutuskannya, hal ini dalam perkara sengketa ekosyariah yang
menjadi kewenangan peradilan agama memungkinkdakbessas ini
sebab di lingkungan peradilan agama belum ada merkengketa
ekonomi syariah yang bisa dijadikan dasar yurispnsd Sedangkan
yang dimaksud dengaerga omnesadalah putusan yang akibat-
akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandarsamaan
yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Di Indonesia, secara doktriner, akan berlaku sistéer partes,
kalau pun dalam praktik terdapat sema@ga omnesnamun hal ini
harus terjadi karena otoriter yurisprudensi yarigutii dalam praktik

peradilan.
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B. Kajian Umum Tentang Sengketa Bank Syariah
1. Pengertian dan Perbedaan antara Sengketa dengan Konflik

Kata “sengketa” menurut bahasa Inggris adalahbdiseengan
“conflict” dan ‘dispute”, keduanya mengandung pengertian tentang
adanya perselisihan atau percekcokan, atau perdé@p@ntingan antara
pihak dua pihak atau lebih. Katanflict sudah diserap ke dalam bahasa
Indonesia menjadi “konflik”, sedangkatispute dapat diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”. Konyi#tu sebuah situasi
di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada peanekepentingan atau
dalam pengertian lain. Konflik atau percekcokan ladaadanya
pertentangan atau ketidaksesuaian antara para yamgkakan dan sedang
mengadakan hubungan atau kerja sama. Konflik tad@n berkembang
menjadi sebuah sengketa manakala pihak yang medmasgkan hanya
memendam perasaan tidak puas. Sebuah konflik dexdraberkembang
menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang meliasgikan telah
menyatakan rasa tidak puasnya, baik secara landspaga pihak yang
dianggap merugikan atau kepada pihak lain. Jadigks#a merupakan
kelanjutan dari konflik. Apabila pihak-pihak yangrkonflik tidak dapat
mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecaharlahmsa maka
sengketalah yang timbtilkata disputejuga sering dipergunakan dalam
pemakaian istilah untuk sengketa di bidang perbanladi, sengketa
perbankan syariah disini maksudnya adalah perbeda@entingan antara

dua pihak atau lebih dalam perbankan syariah yamggakibatkan

2Ahmad mujahidin|bid, hal. 46-47.
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terjadinya kerugian bagi pihak atau pihak-pihaketetu dan perbedaan

kepentingan atau kerugian tersebut dinyatakan leeppithak yang

dianggap menjadi penyebab kerugian atau kepad [éiva dan pihak
lain tersebut memberikan pendapat yang berbeda.

Terdapat berbagai model penyelesaian sengketa tmaikal
maupun informalyang dapat dijadikaacuan dalam menjawab sengketa
yang mungkin timbul di masyarakat, yaitu:

a. proses konsensus (consensus process), yakni omaaodgmencari
fakta secara netral (neutral fact finding), negsisitnegotiation),
mediasi (mediation), dan konsiliasi (consiliation).

b. Proses ajudikasi semu (Quasi adjudicatory procgsgakni mediasi
arbitrase (mediation arbitration), persidangan mimini trial),
pemeriksaan juri secara sumir (summary jury tr@d evaluasi netral
secara dini (early neutral evaluation)

c. proses ajudikasi (adjudicative processes), yaigasi (litigation) dan
arbitrase (arbitration).

Ditinjau dari metodenya, sampai saat ini peny@éesaengketa
bank syariah dibagi menjadi dua model yaitu metddigasi dan
nonlitigasiy metode litigasi ditempuh dengan melalui jalur \emsional
yaitu penyelesaian perkara melalui pengadilan. &gdm metode
nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian sengketaard pengadilan.
Pilihan penyelesaian sengketa nonlitigasi dapagiimenjadi dua, yaitu

arbitrase dan Alternatif Penyelesaian SengketaR)AD

“*Adrian SutediPerbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Huylket 1, Bogor,
Ghalia Indonesia, 2009, Hal.166..
°Adrian Sutedi Ibid., Hal. 167-168.
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2. Bentuk Konflik dan Sengketa Bank Syariah®

a. Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam ekoneyariah
khususnya mengenai perbankan syariah, hal ini ddijiaat dalam
Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentango&®an Atas
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mermkaiu
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prigriah oleh
bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetaramdal
pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadapatan bank.
Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksudubgoer dari
dana masyarakat yang disimpan pada bank, risikg gdradapi bank
dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana niadysresebut.
Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dannglestkan daya
tahannya, bank diwajibkan menyetor risiko denganngatur
penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan bealdasaprinsip
syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lademikian rupa
sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur alamgok nasabah
debitur tertentu.

b. Berdasar pada Penjelasan Pasal 11 UU No. 10 Ta888 di atas,
dapat diambil pengertian bahwa karakteristik setagkenk syariah
dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembialglanasabah
debitur atau tidak amannya dana masyarakat yamgmhs di bank

syariah, dimana bank syariah tidak mampu membaygardtana

®Ahmad MujahidinOp.cit, hal. 40-43.
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masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saatikan dana

oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya semdjesk syariah

dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat jugalshnk syariah.

Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya ketag adalah

karena tidak dipenuhinya akad yang telah dipekanjiantara bank

syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinyaiprysriah dalam
akad tersebut.

c. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentokikesengketa
bank syariah yang disebabkan karena adanya peragargkatau
pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang teldduat]i yaitu
disebabkan karena :

1) kelalaian bank untuk mengembalikan dana titiparaioals dalam
akadwadi’ah;

2) bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpatyjean
yang bersangkutan dalam akaddlorobah;

3) nasabah melakukan kegiatan usaha minuman kerasuskima-
usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islamg yeersumber
dari dana pinjaman bank syariah, ak@@h dan lain-lain;

4) pengadilan agama berwenang menghukum kepada péssbah
atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang/ebabkan
kerugian riil ¢eal los9;

5) wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara &eblelah pihak
dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yaaasdrkan atau

kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatalkdnterjadi
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wanprestasi harus terlebih dahulu ada pernyatdan(ilagebreke
stelling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata
6) perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang barigutan
ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melatvakum atau
wanprestasi;
7) pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa sgsjadinya
perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:
a) adanya suatu perbuatan
b) perbuatan tersebut melawan hukum

c) adanya kesalahan dari pihak pelaku

d) adanya kerugian dari korban

e) adanya hubungan sebab klausal antara perbuatarardeng
kerugian.

f) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

g) melanggar hak subjektif orang lain

h) melanggar kaidah tata susila, dan
i) bertentangan dengan asas kepatutan, ketel#@atg sikap
hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam
pergaulan dengan sesama warga masyarakat atadaprha
harta benda orang lain.
8) Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah at dap
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni:

a) sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga
keuangan dan Ilembaga pembiayaan syariah dengan
nasabahnya;

b) sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga
keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;

c) sengketa di bidang ekonomi syariah antara oraagepyang

beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disaiu
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dengan tegas bahwa usaha yang dilakukan adalah
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

9) Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bergakkara
Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisap&e
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dingida
ekonomi syariah, di samping itu juga perkara déifikeepailitan
(perkara tidak murni sebagai perkara kepailitanfara lain:

a) actio paulina

b) perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan , dan/ a

c) perkara yang berkaitan dengan harta pailit yanghsahtu
pihaknya adalah debitur, kreditor, kurator atau goeus,
termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang
menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karendakaha
atau kesalahan.

10) Pasal 2 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 apabiabiingkan
dengan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, &itak dengan
makna kepentingan umum, tidak lain adalah kepeatingangsa
dan/atau kepentingan masyarakat luas, dimana jeerkar
permohonan pernyataan pailit (PPP) dapat diajukaim jaksa ke
pengadilan syariah (agama) yang mewilayahi tempaggal
debitur dalam perkara, misalnya:

a) debitur melarikan diri

b) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
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¢) debitur memiliki utang kepada BUMN atau badan udalm
yang menghimpun dana masyarakat

d) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghnapu
dana dari masyarakat luas

e) debitur tidak beri'tikad baik/tidak kooperatif uiktu
menyelesaikan masalah utang piutang yang telahh jatu
waktu

f) hal lain menurut kejaksaan merupakan kepentingamum

3. Teknik Pemeriksaan Sengketa Ekonomi Syariah’

a. Pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah, gartgma harus
dilihat oleh hakim adalah mengenai kualitas isijggran (akad) dan
inkonsistensi dalam menjalankan isi perjanjian @@akgang telah
disepakati kedua belah pihak sebab sumber hukummautdalam
perkara ekonomi syariah adalah perjanjian (akad)asgkan yang lain
merupakan pelengkap saja. Untuk itu, hakim haru amemi apakah
suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syaratrdiamn sahnya
suatu perjanjian (akad), yang meliputi berikut ini.

1) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhis asa
kebebasan berkontrak?
2) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhis asa

persamaan dan kesetaraan?

"Ahmad Mujahidin Op.cit hal. 44-46.
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3) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenubilesadilan?
4) Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenulsi legajuran
dan kebenaran serta asas tertulis?
5) Apakah suatu akad perjanjian itu mengandung halyiaag
dilarang oleh syariat Islam, yang meliputi:
a) mengandung unsur riba dengan segala bentuknya
b) mengandung unsgharar atau tipu daya
c) mengandung unsumaisir atau spekulatif
d) mengandung unsuthulmatau ketidakadilan

b. Apabila beberapa unsur yang telah disebutkana$ tdrdapat dalam
akad perjanjian yang dibuat oleh kedua belah piheka hakim dapat
menyimpangi dari isi akad perjanjian itu.

c. Menurut Pasal 1244, 1245, dan 1246 KUH Perdga@bila salah satu
pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi) ataubpatan melawan
hukum, mana pihak yang dirugikan dapat menuntuti gagi yang
berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dangau Apakah
ketentuan ini dapat dilaksanakan dalam konsep rgema menurut
syariat Islam? Ketentuan ini tentu saja tidak bisarapkan seluruhnya
dalam hukum keperdataan Islam karena dalam akaanpen Islam
tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagiarutantganti rugi.
Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesi@migan prinsip
syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakugeestasi dan itu
dilakukan bukan karena terpaksavérmach, maka ia dipandang

ingkar janji (wanprestasi) yang dapat merugikarakilain. Penetapan
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wanprestasi ini bisa berbentuk putusan hakim attas alasar
kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan atikum Islam
yang berlaku.

d. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yargkdin di atas,
bagi pihak yang melakukan wanprestasi (cidera)jaapat dikenakan
ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar @éantsmng dengan
kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandumsur ribawi,
jika debitur yang cedera janji (wanprestasi) digglaa karena hal-hal
berikut ini.

1) Ketidakmampuan debitur yang bersifat relatif, md&aditor
harus memberikan alternatif berupa perpanjangan tuvak
pembayaran réscedulling, memberi pengurangandigcounj
keuntungan, diberikan kemudahan berupacondinitioning
kontrak atau dilakukan likuidasi (penjualan bardéagang
jaminan). Jika debitur masih juga tidak mampu meraba
prestasinya, maka kreditor (bank) dapat memberkednjakan
hapus bukuwrite of).

2) Ketidakmampuan debitur yang bersifat mutlak, kd{Bank)
harus membebaskan debitur dari kewajiban membagstgsi
atau memberikan kebijakan hapus tagiir( cuf) dan

3) Jika debitur wanprestasinya karena itikad tidalk baiaka dapat
diumumkan kepada masyarakat luas sebagai debikal can

dikenakan sanksi paksa badan atau hukuman lainnya.
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e. Disebut dengan perbuatan melawan hukum dapat kdiartbahwa
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melangdgaorang lain atau
berlawanan dengan kewajiban hak orang yang beratzat tidak
berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tasdlasmaupun
berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana nyatutialam
pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri damatp orang lain.
Sanksi untuk perbuatan melawan hukum diatur dala®alP1365
KUH Perdata yang menetapkan bahwa setiap perbuatlawan
hukum yang membawa kerugian pada orang lain mekaajilmrang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu naertgdcerugian
tersebut.

f. lIstilah lain perbuatan melawan hukum menurut hukslam adalah
Al-Fi'lu  Al-Dharr  (perbuatan yang membahayakan). Untuk
mempermudah melihat perbuatan itu disebut dengamug@&an yang
membahayakara(-fi'lu al-dharr) dapat dilihat dalam kitab berjudal
Fi'il Al-Dharr Al-Dhaman fih karangan Musthafa Ahmad Al-Zarga,
dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada 9 ayat Alqur@h hadis
Rasulullah dan 23 pendapat sahabat yang menjelgskhnatan yang
membahayakan itu. Ayat-ayat Alquran yang dimaksilelad Al-Nisa
ayat 30, Al-Bagarah ayat 188, Al-A'raf ayat 56, B&garah ayat 205,
Yusuf ayat 73, An-Nur ayat 4 dan 23, dan Surah Abia’ ayat 78-
79.

g. Memperhatikan ayat-ayat Alguran di atas, maka lsagirang yang

melakukan  perbuatan  melawan  hukum  diminta  untuk
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bertanggungjawab atas perbuatannya. Hanya sajaukbémnggung
jawabnya berbeda-beda, ada yang bersifat morakgsakhrow) ada
pula yang bersifat sanksi duniawi, yakni berberkelkarusan memberi
ganti rugi yang seimbang dan adil dengan kerugagydiderita, ada
juga yang berbentuk tanggung jawab dengan mengjkidamdharar
(bahaya dan kerugian) dengan cara yewaguf atau bentuk lain yang
dibenarkan oleh syariat Islam. Namun, ganti ruginditidak boleh
mengandung unsur-unstbawi sebagaimana konsep ganti rugi yang
diatur dalam KUH Perdata. Jadi, dalam hukum Isl&@gi pihak
debitur/kreditor yang melakukan perbuatan melawakum dapat
dikenakan ganti rugi dan/atau denda dalam ukurarg y@ajar dan
seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan tida@kgandung
unsurribawi.
. Pasal 20 PBI No. 7/ 46/ PBI/ 2005 tentang Akad Rengunan dan
Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatsaha
Berdasarkan Prinsip Syariah, menentukan sebagé&uber
1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jikaaderj
perselisihan antar bank dan nasabah maka upayalpsaian
dilakukan melalui musyawarah.
2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada(&yat
tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebint
dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaiangketa atau

badanarbitrasesyariah.
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3. Perbedaan Antara Peradilan | slam dengan Peradilan Agama
a. Peradilan Islam.

Peradilan Islam tanpa dirangkaikan kata “di Inciateadalah
peradilan Islam menurut konsepsi Islam secara wsaveperadilan
Islam dimana-mana memiliki prinsip-prinsip kesamaabab hukum
Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat dikekin dimanapun,
bukan hanya untuk suatu bangsa atau untuk suatuanegtentu safa.
Untuk menghindari kesalahpahaman, apabila yangkdinskan dalam
penelitian ini adalah “peradilan Islam di Indonésiaaka cukup
digunakan istilah “peradilan agama”

b. Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan sebutan resmi bagi salah
diantara empat lingkungan peradilan Negara  atakWudsaan
kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungamagkn lainnya
ialah peradilan umum, peradilan militer dan pegmadiltata usaha
negara. Peradilan agama merupakan salah satutada aiga peradilan
khusus selain peradilan militer dan peradilan tataha negara.
Dikatakan khusus karena peradilan agama hanya bangenengadili
perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-oramg Yeeragama Islam
di Indonesia. Peradilan agama adalah peradilamIsla Indonesia,
makna “peradilan Islam di Indonesia” adalah tida&noakup segala
macam perkara menurut peradilan Islam secara waivefegasnya,

peradilan agama adalah peradilan Islam limitatifng telah

®Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agan@et. IV, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 1995, Hal. 6
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disesuaikan dengan keadaan di Indontsiengan demikian hukum
acara peradilan agama berkedudukan sebagai aturasuk kex
specialig ditambah dengan hukum acara yang berlaku di lingkn
peradilan umum sebagai aturan umulex (generaliy bagi hal-hal
yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang peraditgama?
4. Kompetens Peradilan Agama

Kata “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda
“‘competentie”, dalam sistem peradilan di Indonds#sa disebut juga
“kekuasaan”, atau “kewenangan”, ketiga kata tersethianggap
semakna. Kaitannya dengan hukum acara perdata,anyms
menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan fetidn “kekuasaan
absolut™™

a. Kewenangan Mengadili

Tiap-tiap jenis gugatan harus dialamatkan pada guélan
yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Supaya gugatan tidak
keliru pengajuannya, maka cara mengajukan gugatanush
diperhatikan benar-benar oleh penggugat bahwa guoggd harus
diajukan kepada badan pengadilan yang benar-bemaebang untuk
mengadili persoalan tersebatHukum acara perdata mengenal dua

macam kewenangan, yaitu:

°Roihan A. Rasyidlbid.

“Ibid., Hal. 49.

"Ibid., Hal. 25.

2 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinbiiakum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek,Cet.VIIl, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1997, .#al
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1) Wewenang Mutlakabsolute competenjie

Wewenang mutlak atau kompetensi absolut dapat juga
diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang benigalnudengan
jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatangadilan,
dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau pemgadilan
atau tingkatan pengadilan lainnya.

Menurut  Retnowulan, wewenang mutlak adalah
menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badadilpe
dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut peraheri
kekuasaan untuk mengadili dan dalam bahasa Beldrs#dbut
attributie van rechtsmaachit.

Masing-masing badan peradilan mempunyai wewenang
untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta slesgikan
perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidagatladilakukan
badan peradilan yang lain. Apa yang menjadi wewgnaadan
peradilan Agama mutlak tidak dapat dilakukan oleadédmn
peradilan umum, demikian pula dengan apa yang mienja
wewenang badan peradilan umum mutlak tidak dagakukan
oleh badan peradilan agama maupun badan-badanilaergdng
lain, demikian seterusnya. Masing-masing badan ddara itu
mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Wewenang masiagjng

badan peradilan inilah yang dinamakéwmpetensi absolut

*Roihan A. RasyifDp. cit, Hal. 27
“Retnowulan Sutantiap. cit, Hal.10
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2) Wewenang Relatifrélative competentje

Wewenang relatif diartikan sebagai kekuasaan pblaga
yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam pembaglaatiengan
kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan samatamglainnya,
misalnya antara pengadilan agama Malang denganagizug
agama Sidoarjo. Tiap-tiap pengadilan agama mempudaerah
hukum atau “yurisdiksi relatif” sendiri-sendiri. Brah hukum
suatu pengadilan agama meliputi wilayah kotamadyau a
kabupaten dimana Pengadilan agama tersebut berada.

Yurisdiksi relatif ini juga mempunyai arti penting
sehubungan dengan ke pengadilan agama di daerah onang
akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengarkéepsi
tergugat® Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi
(kompetensi relatif) suatu Pengadilan agama untwaanma,
memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan pegexdata.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu pengadilan
mempunyai wewenang nisbi untuk menerima, memerikisam
mengadili, serta menyelesaikan perkara yang tetgyga
bertempat tinggal (berdomisili) di daerah hukumnjéenurut
Retnowulan, wewenang relatif menjawab pertanyapangadilan
agama manakah yang berwenang mengadili perkara. ini”
Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan rdeingatar

pengadilan yang serupa, tergantung dari tempagdingergugat.

®Roihan A. Rasyid, op. cit., Hal. 26.



46

Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, yahgnd&®ahasa

belanda disebudistributie van rechtsmachtAsasnya berbunyi

“vang berwenang adalah pengadilan negeri tempaggain

tergugat” berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR, 142 Hyhg Actor

sequitur forum rei}®

B. Kajian Umum Tentang Bank Syariah
1. Pengertian Ekonomi |slam
Ekonomi Islam adalah sebuah Mahdzab ekonomi yanjgma
didalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidppegkonomian,
dengan suatu paradigma yang terdiri dari nilaiimtaral Islam dan
nilai-nilai  ilmu ekonomi, atau nilai-nilai sejarahyang ada
hubungannya dengan masalah siasat perekonomianumgapg ada
hubungannya dengan uraian sejarah masyarakat raaalsbhadr,
1968). Sementara yang lain mendefinisikan sebagau iyng
mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya, ise®rgan
dasar-dasar dan siasat ilmu ekonomi Islam (al-far§872). Ekonomi
Islam juga bisa didefinisikan sebagai sekumpulasaddasar umum
ekonomi Islam yang disimpulkan dari Al-Quran dam&h, yang ada
hubungannya dengan urusan-urusan ekofnomi.
2. Pengertian Bank Syariah
Bank syariah merupakan salah satu perangkat dekamomi

syariah. Bank syariah identik dengan Bank Islanta&eterminologi

®Retnowulan Sutantio, op. cit., Hal.11

"Tim Dosen PAI: Pusat Pembinaan Agama(PPA), Thotih ldkk,Buku Daras
Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijagat. 1, Malang, Citra Mentari Group, 2005,
hal. 195.
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kedua istilah ini sama artinya, Bank syariah tem@lias dua kata, yaitu
(&) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suUatobaga
keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuategawnlua pihak,
yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yasdkdkurangan
dana. Kata syariah dalam versi bank syariah dineda adalah aturan
perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pikaik untuk
penyimpanan dana dan/atau pembiayaaan kegiataa daahkegiatan
lainnya sesuai dengan hukum Isl&m.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “baaia$y.
Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yamfgnger sebagai
perantara bagi pihak yang berkelebihan dana demifaak yang
berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kedatamya sesuai
dengan hukum Islam. Antonio dan Perwataatmadja radakan
menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan baskgyberoperasi
dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalatk lyamg beroperasi
dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata baroperasinya
mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran darsth&bBmentara
itu Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipadydslam adalah
bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketented@rtuan syariah
Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermatmsacara
Islam?™®

Selain itu, bank syariah biasa diselisifamic bankingatau

interest free bankingyaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan

87ainuddin Ali,Hukum Perbankan Syarialakarta, Sinar grafika, 2008, hal. 1.
9 Amir Machmud, Rukmana@ank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di
Indonesia Jakarta, Penerbit Erlangga, Hal.9.
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operasionalnya tidak menggunakan sistem burrdes)( spekulasi
(maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasgtmagar).>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang nghuoyatentang
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup Kedgaman,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam medddesn kegiatan
usahanya.

3. Pengertian Prinsip Syariah

Pengertian prinsip syariah secara umum yaitu grHpsnsip
mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-quran dan dithetau dalam
konteks bank syariah diartikan sebagai perjanjiartdsarkan hukum
Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpadana atau
pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan layangdinyatakan
sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasgriasip bagi hasil
(mudharabaly, pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal
(musyarakaly prinsip jual-beli barang dengan memperoleh
keuntungan rourabahal), pembiayaan barang modal berdasarkan
prinsip sewa murni tanpa pilihanjafah), atau adanya pilihan
pemindahan pemilikan atau barang yang disewa daakpank oleh

pihak lain {jarah wa igtimg.**

20 Zainuddin Ali,op. cit.
21 Zainuddin Ali,op. cit, hal.5.
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4. Landasan Hukum?
a. Nash Al-quran
Al-guran menyebutkan berbagai ayat yang membadaartg
ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapatglijoakan dalam
menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, secaréisgksgydapat 21
ayat, yakni®

QS. Al-Bagarah ayat 188,275 dan 279;
QS. An-Nisa ayat 5 dan 32;
QS. Hud ayat 61 dan 116;
QS. Al-Isra’ ayat 27;
. Al-Nur ayat 33;
QS. Al-Jatsirah ayat 13;
QS. Ad-Dzariyah ayat 19;
QS. An-Najm ayat 31;
. QS. Al Hadid ayat 7,
10.QS. Al-Hasyr ayat 7;
11.QS. Al-Jumu’ah ayat 10;
12.QS. Al-Ma’arif ayat 24 dan 25, dan
13.QS. Al-Ma’un ayat 1,2 dan 3

000 N 0> (00 D=
h®)
%))

b. Nash Al-Sunnah
Hadis Rasulullah saw. Yang dijadikan rujukan, dagiambil
dalam beberapa kitab hadis sebagai befikut.

1) Sahih BukhoriAl Buyu’ ada 82 hadigjarah ada 24 hadis,
Al-Salam ada 10 hadisAl-Hawalah ada 9 hadisAl-
Wakalahada 17 hadisAl-Muzara’ahada 28 hadis, daAl-
Musagatada 29 hadis.

2) Sahih Muslim ada 115 hadis dal#&hBuyu.

3) Sahih Ibnu Hibban, tentangl-Buyu’ ada 141 hadis, dan
tentangAl-ljarah ada 38 hadis.

4) Sahih Ibn Khuzaimah ada 300 hadis tentang berlzajai
yang menyangkut ekonomi dan transaksi keuangan.

“Ahmad Mujahidin op. cit., hal. 20-28.
“Ahmad Mujahidin op. cit., hal. 21.
2Ahmad Mujahidin op. cit., hal. 22.
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5) Sunan Abu Daud, terdapat 290 hadis dalam l&iaBuyu’.

6) Sunan Al-Tirmidzi, terdapat 117 hadis dalam kitAb
Buyu’.

7) Sunan Al-Nasa’l, terdapat 254 hadis dalam ka&Buyu’.

8) Sunan lbnu Majah, terdapat 170 hadis dalam k&b
Tijarah.

9) Sunan Al Darimi terdapat 94 hadis dalam kitdiBuyu’.

10)Sunan Al Kubro Li Al Baihaqi terdapat 1085 hadistéang
Al-Buyu’ dan 60 hadis tentarg-ljarah.

11)Mushannaf Ibnu Abi Syaibah terdapat 1000 hadis.

12)Mushannaf Abdul Al-Razzaq terdapat 13054 hadisatemt
Al-Buyu’.

Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab-kitab bersleukanlah
yang berdiri sendiri, sebab banyak sekaish hadis yang terdapat
dalam kitab-kitab tersebut yang bunyi dan sanadayaa. Hal ini akan
sangat membantu dalam menjadikan hadis sebagaiesumikum
ekonomi syariah.

Selain sumber hukum ekonomi syariah yang terddipdalam
kitab-kitab hadis di atas, masih ada lagi hadis yang terdapat dalam
kitab-kitab lain, yakni sepertt:

1) Sunan Al-Daruquthni;

2) Shahih Ibnu Khuzaimah;

3) Musnad Ahmad;

4) Musnad Abu Ya'la al Musili;

5) Musnad Abu ‘Awanabh;

6) Musnad Abu Daud Al-Tayalisi;

7) Musnad Al-Bazzar;

Semuanya merupakan sumber hukum ekonomi syaria ya

dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan pedidP@ngadilan

Agama

“Ahmad Mujahidin op. cit., hal. 22.
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c. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan hukum yang dapat dijadikan pegangan loggm
pengadilan agama dalam menangani perkara yang taerhan
dengan masalah ekonomi syariah adalah sebagaub@rik

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang BUMN.

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib
Daftar Perusahaan.

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian.

7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Dokumen
Perusahaan.

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan
Terbatas.

10)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan

11)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan Dengan Tanah.

12)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal.

13)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah.

14)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti
Monopoli Dagang Persaingan Tidak Sehat.

15)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

16)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

17)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakatf.

18)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Zakat.

19)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Fidusia.

“Ahmad Mujahidin op. cit., hal. 23-25.
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20)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang Desain
Industri.

21)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Paten.

22)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Merk.

23)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001 tentang Yayasan.

24)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

25)Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Wakaf Tanah Milik.

26)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

27)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Umum (Perseroan).

28)Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Umum (Perum).

29)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

30)Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentakg ha
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas
Tanah.

31)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 dahu
2005 tentang Pembiayaan Skunder Perumahan.

32)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 mahu
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

33)Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentangrBada
Koordinasi Penanaman Modal.

34)Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

35)Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/ SK/ 1999 tenta
Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

36)Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan KepalarBada
Pertanahan Nasional Nomor 515/ Kpts/ HK.060/ 9/4200
Nomor 2/ SKB/ BPN/ 2004.

37)Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 Nomor 3/
SKB/ BPN/ 2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

38)Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 34
Kep/ Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip fayar

39)Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/ 36
Kep/ Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarka
Prinsip Syariah.

40)Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/ 53
Kep/ Dir/ 1988 tanggal 27 Oktober 1998 tentang Sura
Berharga Pasar Uang (SPBU).
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41)Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/ 48
Kep/ Dir/ 1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomo
21/ 27/ UPG tanggal 27 Oktober 1988 tentang Deposit

42)Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/ 67
Kep/ Dir tertanggal 23 Juli 1998 tentang Sertifilgdank
Indonesia.

43)Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/ UPG tdngga
Juli 1995 jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indoaesi
Nomor 28/ 32/ Kep/ Dir. Tanggal 4 Juli 1995 tantdlyet
Giro.

44)Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/ 49/ UPG
tertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratanripitame
dan Perdagangan Surat Berharga Komersiainimercial
Papey).

45)Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/ 5/ UKU tahgga
28 Februari 1991 tentang Pemberian Garansi Bank.

d. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) M UI
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah berada di bawal,
dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini memiliki keavegan untuk
menetapkan fatwa-fatwa tentang produk dan jasardidagiatan usaha
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkesippsyariah
telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan ekosgariah, yaitu
sebagai berikut.

1) Fatwa DSN Nomor 01 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang Giro

2) Fatwa DSN Nomor 02 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Tabungan.

3) Fatwa DSN Nomor 03 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Deposit.

4) Fatwa DSN Nomor 04 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Murabahah.

5) Fatwa DSN Nomor 05 / DSN-MUI/ 1IV/ 2006 tentang Jual
Beli Saham.

6) Fatwa DSN Nomor 06 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang Jual
Beli Istisha’.

“’Ahmad Mujahidin op. cit., hal. 25-28.
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7) Fatwa DSN Nomor 07 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
PembayaraiMudhorobah (Qiradh).

8) Fatwa DSN Nomor 08 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
PembayaraiMusyarakah.

9) Fatwa DSN Nomor 09 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Pembayaraijarah.

10)Fatwa DSN Nomor 10 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Wakalah.

11)Fatwa DSN Nomor 11 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Kafalah.

12)Fatwa DSN Nomor 12 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Hawalah.

13)Fatwa DSN Nomor 13 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang Uang
Muka DalamMurabahah.

14)Fatwa DSN Nomor 14 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuanga
Syariah.

15)Fatwa DSN Nomor 15 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keaang
Syariah.

16)Fatwa DSN Nomor 16 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Diskon DalamMurabahah

17)Fatwa DSN Nomor 17 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda
Pembayaran.

18)Fatwa DSN Nomor 18 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam
Lembaga Keuangan Syariah.

19)Fatwa DSN Nomor 19 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentaady
Qardh.

20)Fatwa DSN Nomor 20/ DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana
Syariah.

21)Fatwa DSN Nomor 21 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Pedoman Asuransi Syariah.

22)Fatwa DSN Nomor 22 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang Jual
Beli Istishnar Paralel.

23)Fatwa DSN Nomor 23 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Potongan Pelunasan Dal&urabahah.

24)Fatwa DSN Nomor 24 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentaSgfe
Defosit Box

25)Fatwa DSN Nomor 25 / DSN-MUI/ 1IV/ 2006 tentaRghn.

26)Fatwa DSN Nomor 26 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang Rahn
Emas.

27)Fatwa DSN Nomor 27 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentardr
ljarah Al Muntahiyah Bil-Al-Tamlik.

28)Fatwa DSN Nomor 28 / DSN-MUI/ 1IV/ 2006 tentang Jual
Beli Mata Uang Al Shar}.
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29)Fatwa DSN Nomor 29/ DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

30)Fatwa DSN Nomor 30 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Pembayaran Rekening Koran Syariah.

31)Fatwa DSN Nomor 31 / DSN-MUI/ IV/ 2006

32)Fatwa DSN Nomor 32 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Obligasi Syariah.

33)Fatwa DSN Nomor 33 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Obligasi SyariatMudharabah.

34)Fatwa DSN Nomor 34 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentahgtter
Of Credit(L/C) Impor Syariah.

35)Fatwa DSN Nomor 35 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentabgtter
Of Credit(L/ C) Ekspor Syariah.

36)Fatwa DSN Nomor 36 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
SertifikatWadi’ahBank Indonesia (SWBI).

37)Fatwa DSN Nomor 37 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang Rasa
Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

38)Fatwa DSN Nomor 38 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Seati
IMA).

39)Fatwa DSN Nomor 39 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang
Asuransi Haji.

40)Fatwa DSN Nomor 40 / DSN-MUI/ 1/ 2006 tentang Rasa
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di
Bidang Pasar Modal.

41)Fatwa DSN Nomor 41 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang
Obligasi Syariahjarah.

42)Fatwa DSN Nomor 42 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang
SyariahCharge Card.

43)Fatwa DSN Nomor 43 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang GQant
Rugi (Ta'widh).

44)Fatwa DSN Nomor 44 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang
Pembiayaan Multi Jasa.

45)Fatwa DSN Nomor 45 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentahge
Facility (At Tashlihat).

46)Fatwa DSN Nomor 46 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang
Potongan TagihaMurabahah (Al Khas Fi Al-Murabahah).

47)Fatwa DSN Nomor 47 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang
Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak
Mampu Membayar.

48)Fatwa DSN Nomor 48 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang
Penjadwalan Kembali Tagihaviurabahah.

49)Fatwa DSN Nomor 49 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang
Konvensi Akadviurabahah.

50)Fatwa DSN Nomor 50 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang Akad
Mudharabah Musyarakabh.

51)Fatwa DSN Nomor 51 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang Akad
Mudharabah MusyatarakaRada Asuransi Syariah.
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52)Fatwa DSN Nomor 52 / DSN-MUI/ 1V/ 2006 tentang Akad
Wakalah Bil ljarahPada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
53)Fatwa DSN Nomor 53 / DSN-MUI/ IV/ 2006 tentang Adab
Tabarru’ Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
5. Persamaan dan Perbedaan Pokok antara Sistem Bank Konvensional
dengan Sistem Bank Syariah

Bank konvensional dan bank syariah dalam bebefzda
memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis per@@n uang,
mekanisme transfer, teknologi komputer yang diganalpersyaratan
umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk rpahda
pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporararkgan, dan
sebagainya. Terkait dengan persamaan ini, semugahglterjadi pada
bank syariah sama persis dengan yang terjadi patakonvensional,
nyaris tidak ada perbedaan.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensionagade
sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat efapat aspek,
yaitu sebagai berikut.

1) falsafah: pada bank syariah tidak berdasarkan &tasga,
spekulasi dan ketidakjelasan, sedangkan pada bgakals

berdasarkan pada bunga. Berikut ini secara sirmgkdandingan

antara bagi hasil dengan bunga dapat dilihat peukd 1..1.

8 Amir Machmud, Rukmanap. cit, Hal. 9.



Tabel 1.1 Perbandingan Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga

57

Bagi Hasil

Bunga

Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu
perjanjian dengan berdasarkan kepada
untung/rugi

Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanji
tanpa berdasarkan kepada untung/rugi

AN

Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan
jumlah keuntungan yang telah dicapai

Jumlah persen bunga berdasarkan jumlaH
uang (modal) yang ada

Bagi hasil tergantung pada hasil proyek.
Jika proyek tidak mendapat keuntungan
atau mengalami kerugian, risikonya
ditanggung kedua belah pihak

Pembayaran bunga tetap seperti perjanjial
tanpa diambil pertimbangan apakah proy¢
yang dilaksanakan pihak kedua untng ata
rugi

x o

Jumlah pemberian hasil keuntungan
meningkat sesuai dengan peningkatan
keuntungan yang didapat

jumlah pembayaran bunga tidak mengikat
walaupun jumlah keuntungan berlipat gan

Penerimaan/pembagian keuntungan adal
halal

aRFPengambilan/pembayaran bunga adalah
haram

Sumber: Amir Machmud dan Rukmana, 2010

2) Operasional: Pada bank syariah, dana masyarakapadtipan
dan infestasi baru akan mendapatkan hasil jika atiaisan
terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensiodaha
masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar byagmada
saat jatuh tempo. Pada sisi

penyaluran, bank $yaria

menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal da
menguntungkan, sedangkan pada bank konvensiopak aslal
tidak menjadi pertimbangan utama.

3) Sosial: Pada bank syariah, aspek sosial dinyatékacara

eksplisit dan tegas yang tertuang dalam Visi darsi mi

perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tetakat

Secara tegas.
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4) Organisasi: Bank syariah harus memiliki DPS. Searanttu,

bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawagigka
Selain Itu perbedaan antara bank konvensionabdak
syariah dapat dilihat dari empat aspek lain, ysétibiagai beriku?.
1) Akad dan Aspek legalitas
Akad yang dilakukan dalam bank syariah mempunyai

konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad dilakukan
berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali benatanggar
kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bil&uhu itu
hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapktidiamikian
bila perjanjian terebut memiliki pertanggungjawabhimgga
yaumil giyamamanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik
dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketenianya
harus memenuhi ketentuan akad.

2) Lembaga Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antirdasn

nasabah pada perbankan syariah berbeda dengannigarba
konvensional. Kedua belah pihak pada perbankanasyéidak
menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyidasaya
sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lemlyaoe
mengatur hukum materi dan atau berdasarkan preysipah di

Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muammalah

2Amir Machmud, Rukmanap. cit, Hal.11.
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Indonesia atau Bamui yang didirikan secara bersared
Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang samagden
bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris daeksi,
tetapi unsur yang amat membedakan antara bankaby@engan
bank konvensional adalah keharusan adanya DPShgfhggsi
mengawasi operasional bank dan produk-produknya sesai
dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkala posisi
setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Haluimiuk
menjamin efektivitas setiap opini yang diberikaaloDPS. Oleh
karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakalka rapat
umum pemegang saham setelah para anggota DP S ntlapst
rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syarisk i
terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut meapélan bank
syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yanggaretung
unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlatséatdalam
hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau obyek @smén
dapat didanai melalui dana bank syariah, karenashaesuai

dengan kaidah-kaidah syariah.
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Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kesgag

sesuai dengan syariah. Terkait etika, misalnya aifeanahdan

shiddig harus melandasi setiap karyawan sehingga tencermi

integritas esekutif muslim yang baik. Selain itayyawan bank

syariah harus professionalathanal) dan mampu melakukan

tugas secaraeam-work dimana informasi merata diseluruh

fungsional organisasi (tabligh).Terkagward dan punishment

diperlukan prinsip keadilan yang sesuai denganiayaberikut

ini secara garis besar perbandingan antara bamlakydengan

bank konvensional dapat dilihat pada table 1.2.

Tabel 1.2 Perbandingan Bank Syariah dengan Bank K onvensional

Aspek

Bank Syariah

Bank Konvensional

Legalitas

Akad Syariah

Akad Konvensional

Struktur Organisasi

Penghimpunan dan penyald
dana harus sesuai dengan
fatwa Dewan Pengawas
Syariah

rdidak terdapat dewan sejenis

Bisnis dan Usaha yang
dibiayai

Melakukan investasi-investas
yang halal saja

Berorientasi pada keuntungat
(profit oriented dan
kemakmuran dan kebahagiag
dunia ahirat

Investasi yang halal dan haral
profit oriented

>

m

Hubungan dengan Nasabah

Hubungan dengan nasaba
dalam bentuk hubungan
kemitraan

iHubungan dengan nasabah
dalam bentuk hubungan
Kreditor-debitur

Prinsip Operasional

Berdasarkan prinsip bagi hd
jual beli, atau sewa

\sihemakai perangkat bunga

Lingkungan Kerja

Islami

Non Islami

Sumber: Amir Machmud dan Rukmana, 2010



61

6. Penggolongan Bank Syariah
Bank syariah jika dibandingkan dengan fakta yang edka
dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu gablerikut°
1) Bank Syariah Level —A
Bank syariah ini dari hulu sampai hilir dana yang
mengalir sama sekali tidak pernah tercampur/teubedengan
lembaga/pihak yang mengandung unsur yang tidak (cdéam
hal ini adalah unsur riba). Bank mendapatkan daara lmank
sentral yang hanya mengelola dana bank syariahisejaja. Hal
ini hanya bisa tercapai pada negara yang memiékikbsentral
syariah tersendiri (bank sentral yang hanya memargank-bank
syariah juga) atau di negara yang semua banknyaganeh
sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dangan
bank konvensional.
2) Bank Syariah Level —B
Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan sistem
syariah dan berdiri sendiri. Ini berarti bank iniklhn merupakan
bagian dari bank lain yang menganut sistem koneeasi Kalau
di Indonesia, dikenal dengan Bank Umum syariah (BO@&lam
perkembangannya jumlah BUS mengalami peningkatan.
3) Bank Syariah Level —C
Bank yang bergerak dengan sistem syariah, namgihma

merupakan anak perusahaan dari Bank konvensiomal dan

%Amir Machmud, Rukmanap. Cit,.Hal.12-13.
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secara pendanaan masih bercampur dengan bank yaduBank
ini lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS&l yang
perlu disikapi oleh kita dalam hal ini adalah sgkat bank ini
menggunakan sistem syariah, sebenarnya hanya rkarupalah
satu divisi saja dalam bank konvensional.
Bank Syariah Level -D

Bank syariah pada level ini biasa disebut jugaagab
bank gadungan karena hanya menggunakan nama sgajesh
namun dalam praktik operasionalnya menggunakaensibinga

(riba).
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BAB |1

METODE PENELITIAN

A. Jenisdan Pendekatan Pendlitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normatif
legal research), yaitu penelitian yang didasarkan pada pemikiran logis,
dengan memaparkan, menganalisis, mensistematis, dan menginterpretasikan
harmonisasi Perundang-Undangan sebagai landasan untuk menjawab
permasalahan yang tel ah dijabarkan oleh pendliti.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan Perundang-Undangan (Satuta Approach), yaitu menelaah semua
Undang-Undang dan regulas yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian dan merupakan jalan bagi peneliti untuk mempelgari harmonisasi
dan sinkronisasi antar peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan Konsep
(Konseptual Approach), yaitu penelitian merujuk dari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berfungsi
menganalisis Undang-Undang dari sudut pandang praktis dan sudut
pengetahuan dalam pikiran dan atributif-atributif tertentu dengan cara
menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan
tersebut memungkinkan ditemukannya ide-ide yang melahirkan konsep-
konsep hukum, asas-asas hukum yang relefan dengan isu hukum dan
menjelaskan makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam

aturan Perundang-Undangan secara konsepsional serta arti kata-kata secara



tepat dengan menggunakan proses pikiran.! Berdasarkan pendekatan ini,

peneliti melakukan pengkajian masalah pada produk-produk hukum yang

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

B. Jenisdan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa

peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan lainnya sebagai sumber

utama yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini,

antaralain:

a

b.

d.

€.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 khususnya Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 khususnya Pasal 49

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 khususnya Pasal 55 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menunjang bahan

hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas:

a

b.

buku-buku teks litelatur (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang
berpengaruh (de herseende leer)

pendapat para sarjana dan praktisi hukum

LJohnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
2007, Malang, hal 306.
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c. makalah, artikel dan hasil seminar termutakhir yang berkaitan dengan
topik pendlitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum selain bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian dan
menjadi petunjuk atau penjelasan untuk kemudian digunakan sebagal
rujukan dalam mengetahui konsep hukum yang ada, yaitu melalui:

a Kamus hukum.
b. Kamus bahasa Indonesia
c. Kamus bahasa Inggris.

d. Ensklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditunjang
dengan bahan hukum tersier diinventarisasi dan diklasifikasi sesua dengan
topik masalah yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan bahan hukum
dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research)
yaitu dengan cara mendatangi perpustakaan, membaca, mempelgari dan
mencatat berbagai literatur jurnal, arsip, artikel, pendapat para sarjana yang
relevan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji
secara komprehensif. Studi kepustakaan ini bertujuan menghimpun landasan
teori yang cukup kuat guna mendukung analisis dalam penelitian ini, sehingga

diperoleh suatu kesimpulan yang jelas.
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi

kepustakaan, literatur, jurnal, arsip, artikel dan pendapat para sarjana yang

telah dihimpun penulis dilakukan dengan menghubungkan dan menguraikan

sedemikian rupa, sehingga tersusun dalam penulisan yang lebih sistematis

guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik analisis data

dalam penelitian ini menggunakan:

1.

Interpretast Gramatikal

Metode interpretasi ini disebut juga metode obyektif, merupakan cara
penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui
makna ketentuan Undang-Undang dengan mengurailkannya menurut tata
bahasa, susunan kata atau bunyinya sesua dengan yang tertera atau yang
tertulis secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 pasal 49 dan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55
ayat 2. Disini arti atau makna ketentuan Undang-Undang dijelaskan
menurut bahasa sehari-hari yang umum dan harus logis.?

Intepretasi Sistematis

Metode penafsiran ini disebut juga metode logis yaitu menafsirkan
Undang-Undang sebagal bagian dari keseluruhan sistem Perundang-
Undangan dengan menggunakan hubungan yang lebih |uas terhadap aturan
hukum atau norma-norma hukum yang relefan.® Penafsiran ini dilakukan

dengan cara mengamati dan mengkaji dengan cermat hubungan antara

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Y ogyakarta, Liberty, 1999,

hal. 156.

3 Ibid., hal. 157.
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pasa 49 Undang-Undang peradilan agama dengan pasal 55 ayat 2
Undang-Undang perbankan syariah dan peraturan lainnya yang terkait,
dengan tujuan agar dapat ditemukan dan dianalisis harmonisasi ataupun
disharmonisasi yang ada didalamnya.
3. Interpretas Analogis

Metode penafsiran ini disebut juga Argumentum Per Analogiam, yaitu
memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum denga memberi kias pada
kata-kata dalam pasal 49 Undang-Undang peradilan agama dan pasa 55
ayat 2 Undang-Undang perbankan syariah, dengan suatu peristiwa khusus
tertentu, sedangkan  peraturan  Perundang-Undangan  tersebut
sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa
khusus tertentu itu serupa, sgjenis atau mirip dengan peristiwa yang diatur
oleh peraturan Perundang-Undangan lain, sehingga dapat digali asas-asas

dan persamaannya.*

E. Definisi Konseptual
Penulisan ini membutuhkan beberapa definisi, diantaranyaialah:

a Harmonisas daam penelitian ini adalah upaya penyelarasan dan
penyerasian tujuan, strategi dan pedoman melalui upaya penafsiran
hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pemberian argumentasi
yang rasional dengan memperhatikan sistem hukum dan asas-asas hukum
yang berlaku dari Undang-Undang peradilan agama dengan Undang-

Undang perbankan syariah.

4 Sudikno Mertokusumo, 1bid., hal. 161-162.
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b. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak dalam penelitian ini adalah
kekuasaan pengadilan agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili
serta menyelesaikan perkara-perkara yang mutlak tidak dapat dilakukan
badan peradilan yang lain di bidang ekonomi syariah dimana didalamnya

termasuk perbankan syariah.

c. Sengketa dalam penelitian ini adalah perselisihan atau pertentangan antara

para pihak yang melakukan transaksi di lembaga perbankan syariah.

d. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

e. Bank Syariah yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan
kredit dan jasa-jasa daam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

yang pengoperasi anya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analiss Penjelasan pasal 55 ayat 2 UU No 21 Tahun 2008 tentang
perbankan Syariah sebagai Sumber Inkonsistensi Terkait dengan UU No.
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuhieddiri dari
bagian-bagian atau unsur yang saling berkaitan satat sama lain. dengan
kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan uassw yang ada dalam
interaksi satu sama lain yang merupakan satu kasaang terorganisasi dan
kerja sama kearah tujuan kesattiadasing-masing unsur harus dilihat dalam
kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsun ldan dengan
keseluruhannya, tidak berdiri sendiri lepas satmaséain melainkan saling
kait mengait. Arti pentingnya tiap bagian terlefaktru dalam ikatan sistem,
dalam kesatuan, karena hubungannya yang sistedatirarmonis dengan
peraturan hukum laif.

Upaya untuk mempermudah harmonisasi antar peraeanndang-
Undangan yang memiliki beberapa bagian substansg ysaling terkait
membutuhkan penyelarasan dan penyerasian tujuategt dan pedoman
dalam hal ini pasal 49 UU. Nomor 3 Tahun 2006 darggsal 55 UU. Nomor
21 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan mengacu kdp#idan dasar yaitu
UUD 1945 dan payung hukum seperti UU. Nomor 10 TiaBQ04 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disaniping@mandemen

UUD 1945 dan pengundangan UU. Nomor 10 Tahun 20@miawa

! Sudikno Mertokusumd?enemuan Hukum Sebuah PenganYargyakarta, Liberty,
2006, Hal.18-19
2 Sudikno Mertokusumibid, Hal.18-19
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konsekuensi logis bahwa tiap pembentukan dan pmlales peraturan
Perundang-Undangan yang ada dan lahir dikemudiarhaeus berpedoman
pada UUD 1945 dan payung hukum, sehingga tercigseriasian dan
kesatuan hukum yang harmonis dan integral.

Sistematika peraturan merupakan jalinan berbagtenke&an yang
terklasifikasi secara tepat dan urutan yang terafiasifikasi tersebut pada
umumnya menggunakan kerangka yang identik. kompkosponen
kerangka tersebut diatur dalam bagian lampiran bgd#ndang No.10 tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Usmdani§erangka
Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a) Judul;

b) Pembukaan;

c) Batang Tubuh;

d) Penutup;

e) Penjelasan (jika diperlukan);
f) Lampiran (jika diperlukan).

Penjelasan merupakan uraian dari pembentuk penatwyang
berkedudukan sama dengan ketentuan peraturan yafaskbnnya. Melalui
penjelasan pihak-pihak yang dituju oleh peraturk@mnamengetahui tentang
latar belakang pembentukan peraturan, maksud damantupembentukan
peraturan, dan segala sesuatu yang dipandang emebentuk peraturan perlu
dijelaskan.

Penjelasan biasanya terdiri dari dua bagiBertama Penjelasan
Umum yang berisikan uraian naratif tentang masalaial yang menjadi
perhatian dan hendak diselesaikan, penyebab-penymbaculnya masalah

tersebut, dan jalan keluar yang menjadi pilihan lpemuk Undang-Undang.

Kedug Penjelasan per-pasal. Bagian ini merupakan ureaaatif tentang hal-
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hal yang dipandang perlu, yakni menjelaskan dasarilpran, menjabarkan
pengertian, atau memberikan contoh-contoh yangraeleintuk ketentuan-
ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturabters

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008ang
Perbankan Syariah pasal 55 menyebutkan:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukbth o

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penye&assengketa
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peajatesengketa
dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud padéayidak
boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Perlu dicermati dalam penjelasan pasal 55 ayamgt)yebutkan yang
dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakuksumaselengan isi Akad”
adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b.iasiegerbankan; c.
melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basygratau lembaga arbitrase
lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam linglamdPeradilan Umum.
Ketentuan pasal 55 ayat (2) beserta penjelasanmgaumukkan adanya
contradiction in terminisYakni:

Pertama penjelasan pasal 55 ayat (2) telah membuka doglis
kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasknygengadilan agama
pada pasal 55 ayat (1) dan pengadilan Umum pada $pasayat (2) sekalipun

kompetensi yang diberikan pada peradilan umum hdaliait isi suatu akad,

khususnya mengenahoice of jurisdictiort Ketidakjelasan ini juga dipertegas

3Perumusan yang mengandung pertentangan didalaiihga Sudikno Mertokusumo,
Op.Cit, hal.116

“lbnu Elmi A.S. PeluTitik Taut Kewenangan Peradilan Agama Dan Peradllanum
Dalam Perundang-Undangan Di IndonesRingkasan Disertasi, Malang, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2010, hal. 83.
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dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 T&#Q08 tentang
Perbankan Syariah alenia ke-7 menyebutkan:

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkibult pada

perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilalingkungan

Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kenkiman

penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasbapkan,

lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di limglan Peradilan

Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh pituakp

Kalimat “dibuka pula kemungkinan penyelesaian setegknelalui ...
pengadilan di lingkungan Peradilan Umum” dan Ketentpasal 55 ayat (2)
beserta penjelasan khususnya pada kalimat “melpargadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum” telah membuka celahpii&si yang ambigu,
padahal dalam Ketentuan Pembentukan Peraturan demgatyndangan
menyebutkan:

Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pemkeReraturan

Perundang-Undangan atas norma tertentu dalam batdod. Oleh

karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atauwgalebih lanjut

dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengamikdan,
penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas noataa cbatang
tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidigan dari norma
yang dijelaskan.

Kedug penambahan penjelasan pada pasal 55 ayat (2)nbgnda
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syarjastru
mengakibatkan ketidakjelasan dari norma yang dikala, dalam lingkup
penyelesaian sengketa secara litigasi menjadi kawgam mutlak pengadilan
agama ataukah pengadilan umum, jika menjadi kewgamarpengadilan
agama mengapa dalam penjelasan pasal 55 ayat (2apnghundang

Perbankan Syariah memungkinkan berkompetensinyagagddan umum

dalam penyelesaiannya. Padahal, dengan tegas5iaaght (1) menyebutkan

*Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NomofTabun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bagiemielasan, Nomor 149.
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“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakalempengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama.” Pasal ini melegitimasecara mutlak
wewenang Pengadilan Agama dalam penyelesaian darmkdankan syariah
secara litigasi, dengan demikian terdapat pertgatandalam pasal 55
Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya anyata() dengan ayat
(2).

Penjelasan pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undamgiiten Syariah
dinilai telah menyalahi kaidah baku dalam pembesmuyberaturan Perundang-
Undangan, karena dalam menyusun penjelasan pasal pasal harus
diperhatikan agar rumusannya:

a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diddlam batang

b. tilijt;l:(h’memperluas atau menambah norma yang ada dadtang

C. :ilijt;li(hr’nelakukan pengulangan atas materi pokok ysatgr dalam
batang tubuh;

d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengeryang telah
dimuat di dalam ketentuan umum.

Ketiga perlu juga diperhatikan mengenai ketentuan yaegyebutkan
bahwa dalam penjelasan hendaknya dihindari rumyaag isinya memuat
perubahan terselubung terhadap ketentuan PeraRgamdang-Undangdn.
Tidak semua pasal memerlukan penjelasan. Biasaaggahsebagian kecil
saja. Suatu anjuran yang perlu menjadi perhatitanmdenerancang peraturan,
yakni usahakan setiap ketentuan tidak memerlukanelasan lagi, karena

peraturan yang baik adalah peraturan yang isi psaketentuan didalamnya

jelas, tegas dan tidak multitafsir, sehingga tidak meni@ntu banyak

®Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NomofTabun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bagiemielasan, Nomor 159.

"Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NomofTabun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bagiemielasan, Nomor 149.
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penjelasan ladi.Penjelasan dapat menyulitkan pemahaman para peaggu
Tidak jarang penjelasan pasal malah menimbulkan akem banyak
penafsiran. Dengan kata lain, penjelasan dapat megapuhi efektifitas
pelaksanaan peraturan. Pendapat ini dipertegas ldedbi hasan, yang
mengatakan:

Apabila rumusan tersebut dibaca dengabstansialand connecting
reading mengandung kesan bahwa antara ayat (1) dan &yat
terdapat makna normatif yarmgntradiction in terminisyaitu makna

normatif dalam muatan ayat (2) saling bertentamdgmgan ayat (1),
karena didalam penjelasan ayat (2) diatur ketenbamva salah satu
upaya penyelesaian sengketa yang dapat diperjangdlalah secara
alternatif melalui pengadilan dalam lingkungan pédesn umum.

Dengan demikian, pengadilan dalam lingkungan pkradigama pada
ayat (1) itu bukanlah klausula mutlak, karena dilsedemikian rupa
sehingga berdasarkan klausula hukum didalam hdjybdda ayat (2)
menjadikannya sebagai forum alternatif seperti yalnposisi

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum darirags’

Keempat penjelasan pada pasal 55 ayat (2) bertentangayadeasas
kejelasan rumusaf, asas dapat dilaksanakanserta penggunaan ragam
bahasa yang tidak bercirikan kejernihan atau kegelgpengertian, kelugasan,
kebakuan, keserasian, ketaatan asas sesuai deebatulkan hukurt, dan

penggunaan kalimat yang tegas, jelas, singkatndatah dimengertf Maka,

8kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang-Undangn@nliww.hukumonline.com
/Klinik/detail/cl3276, (24 Agustus 2010)

°Hasbi hasarKompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Park&onomi
Syariah Gramata, Depok, 2010, hal.204.

Ypenjelasan pasal 5 huruf (f) UU No.10 Tahun 200Agydimaksud dengan asas
“kejelasan rumusan” bahwa setiap Peraturan PergaAdadangan harus memenuhi persyaratan
teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangtemaiika dan pilihan kata atau terminologi,
serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengshiingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.

1 penjelasan pasal 5 huruf (d) UU No.10 Tahun 28@#g dimaksud dengan asas
“dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembemtakeaturan Perundang-Undangan harus
memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundangadgan tersebut di dalam masyarakat, baik
secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

12| ampiran Undang-Undang Republik Indonesia NomoT4bun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 205

13 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NomoTabun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 206
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berpedoman pada pada petunjuk diatas Penjelasan gzl 55 ayat (2)
Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut secarglisgks masih

menunjukkan bahwa peradilan umum tetap diberi kdemse dalam

penyelesaian perkara ekonomi syafiah.

Kelima, adanyachoice of litigation dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah berdasarkan pasal 55 ayat (2)peibankan syariah
menunjukkan inkonsisitensi pembentuk Undang-Unddggm merumuskan
aturan hukum. Pasal 49 UU peradilan agama secdas jaemberikan
kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadilkapa ekonomi
syariah, termasuk perbankan syariah sebagai suatopétensi absolut.
Keberadaanchoice of litigation akan sangat berpengaruh pada daya
kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompeti&ilam perbankan
syariah akan sangat bergantung pada isi akad atatwak. Jika para pihak
yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan psajg perkara pada
pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kdens yang dimiliki
peradilan agama hanya sebatas kompetensi secastuaelsebagaimana
diberikan dalam Undang-Undang, tetapi dalam pratitikk secara optimal
berfungsi karena harus berbagi dengan pengadilgerinekhususnya jika
dalam akad telah disebutkan akan diselesaikanrdjguilan negerf: Hal ini
sejalan dengan pendapat Abdul Gani Abdullah yaeggemukakan alasan

normatif yuridisnya yaknf®

““Hasbi hasarQp.Cit, hal.7.

*Hasbi hasarQp.Cit, hal.140.

®Abdul Gani AbdullahSolusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah MeRasal
49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas UUMNIBahun 1989 tentang peradilan agama
dan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbaskarniah Makalah, Yogyakarta, 7 Febuari
20009.
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Terkait dengan ketentuan pasal 55 Undang-UndargpRkan Syariah
mengenai ayat (1), telah terjadi prinsip hukum balyenyelesaian
perkara perbankan syariah melalui proses litigesnjadi kompetensi
absolut pengadilan dalam lingkup peradilan aganakait dengan
penafsiran ayat (2) dapat dijelaskan bahwa ayat ydRni litigasi,
harus berhadapan dengan ayat (2), yakni non-litigeeperti
musyawarah, mediasi perbankan, basyarnas atau damdditrase
lain, dan/atau pengadilan dalam lingkungan peradilamum. Dalam
struktur Undang-Undang ini pengadilan dalam lingkperadilan
umum diposisikan sebagai non litigasi. Karena peEradumum
merupakan lembaga litigasi, maka dalam Undang-Umndlainterdapat
penempatan norma yang keliru.

Berdasarkan analisis atas kaidah tersebut, frasaegadilan dalam
lingkungan peradilan umum” yang telah memposisigaradilan umum pada
posisi non-litigasi dapat dikesampingkan oleh hakarena cara penyelesaian
melalui peradilan umum adalah penyelesaian diitigasi. Penafsiran yuridis
inilah yang kemudian mendorong mahkamah agung untlikukan langkah
dengan mengambil jalan yuridis untuk memperlancanyplenggaraan
peradilan dengan menyerahkan perkara perbankaralsyaada kompetensi
pengadilan dalam lingkungan peradilan agadhisamping itu pemilihan
lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengkenhomi syariah
merupakan suatu pilihan yang tepat. Kesesuaianrgese hukum materiil
yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengambéga peradilan agama
sebagai representasi lembaga peradilan yang mevaai@hpencari keadilan
yang beragama Islam atau yang tunduk pada hukuwem Islapat tercapai.

Disamping itu, aparat hukumnya adalah beragamanlisi@an memahami

hukum Islam'®

"Hasbi hasarQp.Cit, Hal.141-142.
¥Hasbi hasarQp.Cit, Hal.140-141.
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B. Analisis Asas Personalitas Kelsaman dan Asas Konflik Hukum Terkait
Kompetenss Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah.

Selama ini pengadilan agama dianggap sebagai [mradslam
terutama dalam menyelesaikan perkara keluarga ssmicn asas personalitas
kelslaman, kompetensi peradilan agama dalam mesaikén masalah
ekonomi syariah dibatasi dan hanya mengikat antaemg-orang yang
beragama Islam. Paradigma ini bergeser tatkala3.tehun 2006 memperluas
kompetensi absolutnya, dalam penjelasan pasalsédatkan:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di Qidaerbankan

syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syaraahnya.

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang bsragislam”

adalah termasuk orang atau badan hukum yang deseyadiirinya

menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Isiangenai hal-
hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sedeagan
ketentuan pasal ini.

Berdasarkan amandemen UU. No. 7 Tahun 1989 denghnNd. 3
Tahun 2006, asas personalitas tidak hanya berladwgikat antara orang-
orang yang beragama Islam saja, tetapi juga mengdiodifikasi secara
obyektif terfokus pada orang-orang dan badan hulkang melakukan
kegiatan atau mengikatkan diri dalam perikatan dsadkan nilai-nilai syariat
Islam. Pergeseran dari person kepada perilaku tamypabisa dijawab dengan
asumsi bahwa setiap orang yang melakukan tindakam @kad ekonomi
syariah, maka ia telah menundukkan diri secararsl&k&epada ketentuan

syariah. Hal ini juga berlaku bagi non muslim yamgrmuamalah dengan

sistem ekonomi syariah untuk menyelesaikan perlkarderdasarkan asas
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penundukan diri yakni di peradilan agama, denganildan asas penundukan
diri dan asas personalitas saling melengKapi.

Berdasarkan asas pertentangan hukymertama Lex Specialis
Derogat Lex Generali¥ asas ini hanya berlaku untuk regim hukum yang
sama dan sederajat. Dimanakah diantara kedua unchalang tersebut yang
bersifat spesialis. Undang-Undang peradilan agadadalh Undang-Undang
spesialis dari Undang-Undang kekuasaan kehakimesiangkan Undang-
Undang perbankan syariah adalak specialisUndang-Undang perbankan,
dan bukarex specialisndang-Undang peradilan agama, karena menyangkut
dua regim hukum yang berbeda tidaklah berlaky Specialis Derogat Lex
Generalis dengan demikian Undang-Undang perbankan syaidak tlapat
mengesampingkan Undang-Undang peradilan agamaagapakemindahkan
wewenang ke peradilan lain. Justru sebaliknya, atlap penyelesaian
sengketa syariah Undang-Undang peradilan agamadalg ynenjadi lex
specialistterhadap Undang-Undang perbankan syariah, menglogdang-
Undang peradilan agama adalah Undang-Undang ydaly satu fungsi dan
tujuan utamanya (khusus) bagi para hakim Pengadiggama adalah menjadi
pedoman dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dald@® hukum dan
keadilan) berdasarkan kompetensi yang dilegitikaasidalam pasal 49
Undang-Undang peradilan agama, yakni salah satup&msinya adalah

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Hasbi HasanQp.Cit, hal. 180-181.
Undang-Undang khusus melumpuhkan Undang-Undang uapaibila terjadi konflik.
Lihat Sudikno Mertokusumd)p.Cit, hal. 122.
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Selain itu penerapan asas ini justru makin memgast&kompetensi
absolut peradilan agama karena dalam pasal 50 Ul Nlahun 2004 jo. UU
No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan negeri yanguosib

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memenksautus,

dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara peddmhgkat

pertama.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, mengenai pemblegwenangan
kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan senglerdata termasuk
perbankan syariah dikesampingkan oleh Pasal 49 JU3Nrahun 2006 jo.
UU No. 7 Tahun 1989Y, dengan kata lain peradilan agama menjagi
specialisterhadap peradilan umum sepanjang mengenai peajehesengketa
ekonomi syariah.

Kedug UU No. 21 Tahun 2008 dianggap telah mengubah WU 3N
Tahun 2006 atas dasar berlaku askx ‘posterior derogat legi prioti*
Apakah asas ini dapat diberlakukan dalam hubungarmgah kompetensi
peradilan agama menyelesaikan sengketa ekonomiaByarentunya salah
satu syarat yang harus dipenuhi oleh asas ini ladi@eus dalam regim hukum
yang sama. Misalnya sama-sama dibidang peradiEma-sama dibidang
keperdataan. Asas ini tidak dapat diberlakukan pagam hukum yang

berbeda, seperti antara hukum perbankan denganmhw@aara peradilan,

selain itu asas ini ditujukan untuk pelaksana g&ng menjalankan Undang-

Zsugiri Permana, Kedudukan Undang-Undang Dan Peiganpalam Menentukan
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Raredigama, Peradilan Umum Dan
Lembaga Non LitiggdMakalah, Online), www.badilag.net. hal. 4. (9 Desember 2010).

#Undang undang yang baru melumpuhkan Undang-Undang kama, apabila Undang-
Undang baru bertentangan dengan undang undandamaagyang mengatur materi yang sama,
maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang b#at Sudikno Mertokusum®p.Cit,
Hal.121.
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Undang. Pembentuk Undang-Undang harus menentukzasti@n ketentuan
yang berlaku.

Bilamana memang dikehendaki merubah ketentuan immng, harus
diatur secara eksplisit, bukan dengan mengalahkamanatau asas hukum
tertentu. Pembentuk Undang-Undang harus mengagalssesesuatu secara
eklsplisit, dilarang mengatur secara implisit. Dal&onteks ini,UU No. 3
Tahun 2006 jo. UU No 50 Tahun 2009 adalah Undandadg tentang
perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang penaajama, sedangkan UU
No. 21 Tahun 2008 adalah Undang-Undang tentangapkdan syariah. Jadi,
dua Undang-Undang yang berada dalam regim hukung lyarbeda. Bahkan,
penerapan asasex posterior derogat legi apriorijustru memperkuat
kedudukan pengadilan agama karena ketentuan-keteihtukum lama yang
dahulu tidak berlaku pada pengadilan agama mebgdiaku karena adanya
kesamaan-kesamaan antara keduanya dan aturan-ayaran berkaitan
dengan ekonomi syariah yang dahulu bukan menjagiekangan pengadilan
agama, maka dengan adanya UU No.3 Tahun 2006 nmetgagnangan
Pengadilan Agama, sepanjang berkenaan dengan ekeyanmah?®

Ketiga penggunaan asakéx Superior Derogat Legi Inferidrt jelas
tidak dapat diterapkan pada Undang-Undang perbarskemiah dengan
Undang-Undang peradilan agama, karena sebagaimd@kadtipat diterapkan

pada dua asas hukum sebelumnya, adalah karenaalgadd regim hukum

% Achmad FauziUrgensi Hukum Perikatan Islam dalam Penyelesaiam®eta
Ekonomi SyariahMakalah, Online), www.badilag.net, Hal.8 (9 Desember 2010).

% peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggimelihkan peraturan Perundang-
Undangan yang lebih rendah; apabila peraturan BangaUndangan yang lebih tinggi
bertentangan dengan peraturan Perundang-Undanggriglah rendah yang mengatur materi
yang sama, maka peraturan Perundang-Undangansfsihgihggilah yang berlaku. Lihat
Sudikno Mertokusumd)p.Cit, Hal.121-122.
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yang berbeda serta keduanya memiliki kedudukan gantp dalam hierarki
peraturan Perundang-Undangan, yakni sama-sama doeitdean sebagai
Undang-Undang.

Perlu diketahu bahwa apabila terdapat dua asasnhuylang saling
bertentangan maka kedua-duanya tetap dapat bertedr@na relevansi suatu
asas hukum tergantung pada situasi, tetapi apdilgeraturan hukum saling
bertentangan maka hanya salah satu saja yangdefs berlak@ Karena

hanya dengan demikianlah keadilan dan kepastianrhwaapat tercapai.

. Analisis Kompetenss Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah Terkait dengan Asas Kebebasan
Berkontrak

Menurut Bagir Manan sistem hukum Indonesia dikelokkan ke
dalam tradisi hukum kontinental atau lazim disebstem hukum kontinental
continental legal systenatau sistem hukum sipitie civil legal systematau
sistem hukum kodifikasi codified legal system.’Continental legal system
menunjukkan bahwa hukum di Indonesia merupakanabadari warisan
hukum kolonial Belanda yang berasal dari daratamp&rThe civil legal
system menunjukkan bahwa yang membedakan dari sistem hukum
berkaitan dengan hukum perdata. Adapadified legal systemmenunjukkan
bahwa hukum dalam tatanan Indonesia identik detlyatang-Undang yang
merupakan bagian dari ajaran teori hukum murni Héeksen. Penerapan

sistem ini terlihat dari lahirnya ketetapan MPRSno: XX/MPRS/1966

% sudikno Mertokusumd)p.Cit, Hal.18.
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tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangayai) menempatkan
Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undangdiindan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta peraty@iaksanaannya
sebagai tata urutan peraturan yang berlaku di iesiaft

Sumber hukum formil bukan hanya peraturan Perundamangan,
tetapi persetujuan juga sebagai bagian dari sumbdem?’ perjanjian disebut
sebagai sumber hukum berdasarkan Pasal 1338 KU#ht@erSebaliknya
apabila Undang-Undang dan perjanjian ditinjau daukum perikatan,
menurut Subekti sama kedudukannya sebagai sumbleatae?®

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, Undang-Undang yaerupakan
tradisi hukum Barat telah pula diterapkan oleh regegara Islam dalam
bentuk ganun. Peraturan Perundang-Undangan di areggara Islam
merupakan produk ijtihad yang bersifat mengikatgydaya ikatnya lebih luas
dalam masyarakat. Meskipun Indonesia bukanlah trknanegara Islam,
tetapi setidaknya merupakan negara yang penduduglirmumayoritas,
terlebih lagi yang menjadi salah satu obyek peaaalitni adalah Undang-
Undang perbankan syariah yang notabene merupakaanapelaksanaan
syariah di bidang perbankan. inilah yang menjadsah ketaatan seorang
pribadi muslim terhadap Undang-Undahg.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantaraodarag atau lebih
yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan aharpihak yang satu

berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memmermrestasi itu.

%3ygiri Permana, Op.Cithal.7.

#’Achmad SanusPengantar llmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum lesan
Bandung, Tarsito, 1984, hal. 70.

“subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdataakarta, Intermasa, 2005, hal. 123.

#Jaih MubarokFigh SiyasahBandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hal. 3.
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Sedangkan pengertian perjanjian disebutkan padal R8¢3 KUH Perdata
yaitu :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengaa $asu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu ofaimgatau lebih.”

Berdasarkan teori hukum perjanjian, terdapat asabebasan
berkontrak freedom of contract)Artinya para pihak bebas membuat kontrak
dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepgnjmemenuhi ketentuan.
Dasar hukum asas kebebasan berkontrak ada padaamrpasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empatati/a

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Asas kebebasan berkontrak ini memperbolenkan pérak yang
membuat dan mengadakan perjanjian untuk menyusum mambuat
kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan keamjdpa saja, selama dan
sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebldatlah sesuatu yang
terlarang’* Ditegaskan pula dalam Ketentuan pasal 1337 Kitainadg-
Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarangy Oledang-Undang,

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baiky lkédertiban
umum.”

%gyarat yang ke 1 dan 2 dinamakan syarat-syaraegtibgarena mengenai subyek
yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ke Bad4 dinamakan syarat-syarat obyektif
karena mengenai perjanjiannya sendiri. Kalau sy@yratat subyektif tidak dipenuhi maka
perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas peaan pihak yang tidak cakap atau yang
memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Settakalibatalkan perjanjian tersebut akan
terus mengikat. Sedangkan apabila syarat-syaraktibyang tidak dipenuhi maka perjanjiannya
batal demi hukum. Artinya dari semula tidak perddahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah
ada perikatan. Oleh karenanya tidak ada dasar walilg menuntut di muka hakim. Lihat R.
Soebekti Aspek-Aspek Hukum PerjanjigBandung, Alumni, 1979, hal. 113.

K artini Muljadi, Perikatan yang lahir dari perjanjianjakarta, Raja Grafindo Persada,
2003, Cet. 1, Hal. 46.
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Pasal ini memberikan gambaran umum kepada kitaadoalhwa pada
dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diggeskan oleh setiap orang.
Hanya perjanjian yang mengandung prestasi ataujkamnapada salah satu
pihak yang melanggar Undang-Undang kesusilaan étertiban saja yang
dilarang?®

Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu metigi apa
yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjiaelamkan cukup bahwa
prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yargudidalam perjanjian yang
dibuat para pihak tidak mengandung unsur-unsur ymertentangan dengan
Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban urffum.

Berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini hukum ekansyariah,
konsep ikatan hukum sebagaimana dimaksud diatebudiakad (aqd}.Akad
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antargidak atau lebih untuk
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukudt®entu. Akad itulah
yang menjadi patokan utama dalam perbuatan hukumddéam kegiatan
usaha, bahkan disitu pula terletak prinsip syagahada beberapa asas akad

yang perlu diperhatikan, antara lain; menepatiijgamanah), kepastian

¥2Kartini Muljadi, Ibid., Hal. 46.

#Kartini Muljadi, Ibid., Hal. 47.

¥4secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Aratildfikan dengan mu’ahadabh ittifa
atau akad. Dalam Al Quran sendiri setidaknya a(thud) istilah yang berkaitan dengan
perjanjian, yaitu kata akadl{agdu) sebagai perikatan atau perjanjian dan kata alfeth¢lu)
sebagai masa, pesan penyempurnaan dan janji ajaojia. Oleh karenanya kata akad
disamakan dengan istilah perikatan atau verbindangkan kata ahd dapat dikatakan dengan
istilah perjanjian atanverenkomsyang diartikan ssebagai suatu pernyataan dari sesgantuk
mengerjakan sesuatu. Lihat Abdul Ghofur AnshBdkok-pokok Hukum Perjanjian Islam di
Indonesia Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001, hal. 19.
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(lazum), kesetaraan (taswiyah), transparansi, galimenguntungkan,
kemampuan, kemudahan (taysir), iktikad baik, daua® yang haldf.
Terkait dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) yangubegr:
“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penysées sengketa
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peajmtesengketa
dilakukan sesuai dengan isi Akad.”

Berdasarkan teori hukum perjanjian, maka katadaldalam pasal
tersebut berkorelasi dengan asas kebebasan betkodan kompetensi
absolut peradilan agama. Islam memberikan kebebkspada para pihak
untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk isi pesikatersebut ditentukan
oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk danya, maka perikatan
para pihak yang menyepakatinya harus dilaksanakegala hak dan
kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absoluhy&asepanjang tidak
bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatrseldut boleh
dilaksanakar hasil perjanjian menentukan isi bentuk dari feesli yang
diperjanjikan dalam transaksi perbankan. Termasul& mengenai klausula
penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang melakukasaksi yaitu bank dan
nasabah pada dasarnya mempunyai kebebasan untulentoieamnya.
Setelahnya ditentukan, maka masing-masing pihakshayentaatinya seperti
halnya mentaati sebuah Undang-Undang.

Perjanjian secara formil materil mempunyai kedudukama dengan
Undang-Undang. Pertama dinilai secara materiil fargerjanjian dan
Undang-Undang sama-sama sebagai sumber perikagang Kedua isi dari

sebuah perjanjian nilainya sama dengan Undang-Wndaengan demikian

*Hasbi HasanQp.Cit, hal. xi.
*bnu Elmi A.S. PeluDp.Cit, hal. 83.
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maka kekuatan perjanjian yang dibuat antara bank wmi@sabah cukup

mengikat kepada kedua belah pihak, yang kekuatasaye seperti apabila

diatur oleh Undang-Undarig.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Perjadaéam teori ilmu
hukum ditegaskan sebagai salah satu sumber hukendafat perbedaan
dalam perjanjian antara negara yang berakibat lenggglengan perjanjian
perorangan. Perjanjian perorangan dianggap sumidarm tidak langsung,
karena dipandang sebagai sumber hukum oleh Undadgdd yakni Pasal
1338 BW,daya ikat perjanjian sama halnya denganabgdJndang, namun
ada perbedaan antara keduanya yaitu:

1. Hukum persetujuan pada umumnya hanya mengikat {phek yang
bersangkutan saja, sedang hukum Undang-Undang kaéngecara
umum.

2. Hukum persetujuan mengatur hal-hal yang sudah kKonkaing sudah
dapat diketahui tatkala dibuatnya sedangkan hukundabg-Undang
memberi kelonggaran untuk hal-hal yang akan datang.

3. Hukum persetujuan ditaati karena kehendak yang seleadari pihak-
pihak, sedangkan Undang-Undang mengikat dengaa ti@sarkan pada
kehendak perseorangan.

Terdapat kemajuan secara substansial antara pngegrerjanjian
dikemukakan oleh ahli hukum Islam dengan perjanyiang tertuang dalam

peraturan Perundang-Undangan. Peraturan bank Isidordan Undang-

3¥'Sugiri PermanaOp.Cit.,hal. 12.
33ugiri PermanaOp.Cit.,hal. 21-22
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Undang perbankan syariah keduanya memandang uasap&katan tertulis

sebagai sebuah keharusan dalam sebuah perj&njian.

Setiap kontrak atau perjanjian yang dalam ekonoparigh dikenal
dengan istilah akad yang dibuat para pihak harpatddilaksanakan dengan
sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataamaydersebut seringkali
dilanggar, sehingga pada akhirnya memunculkan staghk antara para pihak
yang terlibat dalam kontrak tersebut. potensi kknfatau sengketa
kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak peagipna dapat pula
disebabkan adanya perbedaan pesepsi atau intsrpmetagenai kewajiban
dan hakyang harus mereka penudhiYusna Zaida menyebutkan timbulnya
perbedaan tersebut antara lain karena hal-haluiétik
1. Lembaga keuangan ingin mencapai tujuan memprolehtdrgan tanpa

mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penggana dan
jangka waktu penggunaan dana. Sedangkan pihak peagiana ingin
mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa pesgavaau kontrol
dari pihak lembaga keuangan penyedia dana.

2. Aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang adinjlasar hubungan
hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, rbelada aturan
pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekalgad demikian kedua
belah pihak berfikir dan bertindak menurut kehendak cara mereka

sendiri, tidak ada kesamaan persepsi.

%Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1gaimetkan akad adalah

kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Usahd Syariah dan pihak lain yang memuat
adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing piésiies dengan prinsip syariah. Lihat Sugiri
PermanaQp.Cit.,hal.15.

“Oyusna ZaidaKewenangan Peradilan Agama Terhadap SengketadkioByariah

Jurnal Hukum Islam AL-BANJARI, 2007, Vol. 5, No. Bal. 22

“yusna Zaidalbid., hal. 24.
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3. Terjadi keadaan daruréorce majeur)yang tidak dapat diatasi oleh siapa
saja, termasuk kedua belah pihak. Lembaga keuamgangklaim
pengguna dana yang bertanggung jawab, sedangkaggwen dana
menolak tanggung jawab karena dia merasa tidalalaérs

Dilihat dari kegiatan ekonomi syariah yang diawadanya perjanjian
atau akad, maka potensi terjadinya konflik atawgketa juga tidak terlepas
dari hal tersebut. Meskipun saat pembuatan trangedsis atau akad pada
kegiatan-kegiatan ekonomi syariah telah diupayaaara terencana dengan
baik berdasarkan sistem analisa dan kehati-hatemy yseksama, bukan
merupakan jaminan mutlak untuk tidak terjadi kdofllan sengketa di
kemudian hari, Bagaimanapun jelinya penyusunan samuperjanjian,
konflik dan sengketa tidak mungkin dapat dihindarkapenuhnyé&.

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakatindgi@mbuatan
kontrak untuk menyelesaikan sengketa yang terj&eéintidian hari di antara
mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diser@bgada forum-forum
tertentu sesuai dengan kesepakatdite of forum/choice of jurisdictian)
Ada yang langsung ke lembaga pengadilan atau @@amelalui lembaga di
luar pengadilan yaitu arbitrase. Disamping ituadaklausul yang dibuat oleh
para pihak ditentukan pula hukum mana yang diseépak&uk dipergunakan
apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antageeka ¢hoice of law*

Berdasarkan prinsip, hukum perjanjian adalah hul@ang bersifat
terbuka, artinya pihak-pihak dapat menentukan dengsbas f(eedom of

contrac) mengenai isi perjanjian dan tata cara penyelesseagketa, sekali

“2yusna Zaidalbid., hal. 24.
*Abdul MananPenyelesaian Sengketa Syariah Sebuah KewenangadiRerAgama
(Onling). www.badilag.net. hal. 16. ( 8 agustus 2010).
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perjanjian yang isi dan tata caranya dibuat sesalnamaka menjadi Undang-
Undang bagi para pihakpdcta sunt servandKUH Perdata pasal 1338).
Namun, kebebasan yang dimaksudkan bukanlah kebelstldam memilih
penyelesaian antar lembaga peradilan, yakni merpgitadilan umum atau
peradilan agama karena hal ini lebih terkait dengarsoalanchoice of
jurisdiction dan choice of litigation, perlu diperhatikan bahwa lembaga
peradilan hanya diberi kompetensi dalam suatu paebatas yang diberikan
Undang-Undan§’

Asas kebebasan berkontrak tidak serba terbuka elaasbAda bagian
dari hukum yang bisa dikesampingkan dalam perjarjiasa disebut “hukum
yang mengatur” (aanvullenrectitada pula bagian dari hukum tidak dapat
disimpangi dalam perjanjian oleh para pihak, bid&sebut “hukum yang

memaksa dan mengikat’dyingendrecht” misalnya BW pasal 1320

“*Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata p&&28 imenyatakan bahwa
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakagse Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya.” Hal tersebut merupakan konsekuens tagi ketentuan pasal 1233 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bédPevikatan lahir karena suatu
persetujuan/perjanjian atau karena Undang-Undalagli’perjanjian adalah sumber dari perikatan.
Sebagian perikatan yang dibuat dengan sengajakettesdak para pihak secara sukarela, maka
segala sesuatu yang telah disepakati, disetujoipsea pihak harus dilaksanakan oleh para pihak
sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalasalsn satu pihak dalam perjanjian tidak
melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjangahak untuk memaksakan pelaksanaanya
melalui mekanisme dari jalur hukum yang berlaktnatt Kartini Muljadi, Op.Cit, hal. 59.

**Hasbi HasanQp.Cit, hal. 186.

6 Hukum yang mengatur, hukum pelengkB&pKultatif, Aanfullenrecht, Directory
provision) yaitu hukum yang dalam keadaan konkret dapasdik@ingkan apabila pihak-pihak
yang bersangkutan telah membuat peraturan sermdinindsuatu perjanjian, dengan kata lain ini
merupakan hukum secara apiori tidaklah mengikat wagib di taati. Contohnya pasal 119 KUH
Perdata mengenai persatuan bulat harta kekayaem daa istri yang telah menikah dapat
dikesampingkan dengan perjanjian perkawinan. Lth&tT. Kansil,Pengantar ilmu hukum dan
tata hukum indonesiaet. 8, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hal.75.

*"Hukum yang memaksén{peratif, dwingenrecht, mandatory provisjadalah hukum
yang memaksa,yang bisa di artikan juga merupakkarhyang dalam keadaan kongkret harus
ditaati, atau hukum yang dalam keadaan bagaimarjagarharus dan mempunyai paksaan
mutlak atau hukum yang tidddoleh di tinggalkan oleh para pihak dan harus diiletentuan-
ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi pibak yang bersangkutan maupun hakim
sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskjara pihak telah mengatur sendiri
hubungan mereka. Contohnya 913 BW mengkegitimate PortieLihat C.S.T. KansilOp.Cit,
hal.74.
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menyatakan suatu perjanjian tidak sah dan batal dapat dibatalkan kalau
bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, watkk tisebut dalam
perjanjian. Apabila pihak-pihak yang mengadakanunglan hukum (seperti
perjanjian) dengan lembaga syariah, seperti peghaiskariah, berarti yang
bersangkutan telah secara sukarela memilih atauumdekkan diri
(vrijwillege onderwerviny pada asas dan kaidah hukum syariah yang berlaku
dilingkungan perbankan syariah, walaupun hal terséidak disebut dalam
perjanjian atau perikatan yang bersangkitdBerkaitan dengan kompetensi
absolut peradilan agama dalam pasal 49 UU. No 3umak006, dapat
disimpulkan jika pasal tersebut tergolong dalamumukyang memaksa dan
mengikat @wingendrecht sehingga, kompetensi peradilan agama dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah secagasilittidak dapat
ditundukkan dengan asas kebebasan berkontrak.

Bagaimanapun juga bank syariah adalah bank yangnaeken asas
dan hukum syariah. Apabila yang bersangkutan tidaidak tunduk pada asas
dan kaidah hukum syariah, maka ia dapat melakularkgian misalnya
dengan bank yang tidak memberlakukan asas danhkdideum syariah.
Disini berlaku choice of lawbukan choice of forunf® Choice of law
ditentukan oleftchoice of forumyaitu memilih bank yang menerapkan sistem
konvensional sebagathoice of law maka choice of forummya adalah
pengadilan umum, memilih bank yang menerapkan rsigtgariah sebagai
choice of lawmmakachoice of forunrmya adalah pengadilan agama. Umumnya

dalam membuat perjanjian, ada dua cara dalam meémenipilihan dimana

*®Hasbi HasanQp.Cit, hal. 135-136.
“*Hasbi HasanQp.Cit, hal. xi-xii.
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sengketa akan diselesaikan berdasarkan belumadabh $erjadinya sengketa,
yaitu melalui factum de compromittenddan acta compromisFactum de
compromittendo merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan
perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipiliatkala terjadi
sengketa. Ketentuan ini biasa dicantumkan dalantr&oratau akad yang
merupakan klausula antisipatif (hal-hal yang megkah kemungkinan yang
akan terjadi selama berlakunya suatu kontrak). i8gda acta compromis
adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuatlaetéerjadinya sengketa.
Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian seagtisini lebih mengarah
pada wilayah yurisdiksi pengadilan dalam satu lurglan peradilan, bukan
pilihan terhadap peradilan dilingkungan yang beajgdalam hal seseorang
tidak menggunakan lembaga yang menerapkan asdsiain hukum syariah
maka yang bersangkutan bukan hanya boleh melaimkagito membawa
sengketa ke pengadilan umum. Pengadilan agama liglakenang mengadili
suatu sengketa yang tidak dibuat menurut atau barklan asas dan hukum
syariah. Sebaliknya kalau perjanjian dibuat dentgambaga syariah yang
memberlakukan asas dan kaidah hukum, sengketa wejdlesaikan oleh
peradilan agama (dalam konteks litigasi). Sepeatigytelah dikemukakan,
dengan memilih hubungan hukum dengan lembaga b&ygaiag menjalankan
asas dan hukum syariah, berarti yang bersangkuésnumadukkan diri (secara
sukarela memberlakukan pada dirinya) kaidah hukyeniah. Mengapa harus

di lembaga peradilan agama, karena berdasarkan ngsdiadang hanya

**Hasbi HasanQp.Cit, hal.140.
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pengadilan agama yang berwenang menyelesaikanetangkonomi syariah,
bukan peradilan umum (pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006)

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 49 UU No. 3 T&@@é yang
mengatur tentang kompetensi absolut PA, maka piftedd<« yang melakukan
perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomiriglga tidak dapat
melakukan pilihan hukum untuk diadili di pengadil@m. Ditegaskan pula
dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 alenid, kemhwa pilihan
hukum telah dinyatakan dihapus. Oleh karena itlandalraf-draft perjanjian
yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah barkalengan perjanjian
pembiayaan mudharabah, akad mudharabah, dan akddak yang masih
mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dipgsaugadegeri apabila
basyarnas tidak dapat menyelesaikan sengketa selgardlengan mengacu
pada penjelasan tersebut, maka klausulnya diubahjatiekewenangan
pengadilan agama dalam menyelesaikan senéketa.

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan:

“‘Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalargklimgan
Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yarigkibepada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, keg@elg telah
diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan bunyi pasal 54 tersebut di atas, herkkas Eex
Specialis derogat Lex Generdligang berarti disamping acara yang berlaku
pada pengadilan di lingkungan Pengadilan AgamakeitHukum Acara yang

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilatum, namun secara

*Hashi HasanQp.Cit, hal. xii.
*?Adrian SutediPerbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hykem 1, Bogor,
Ghalia Indonesia, 2009, hal.178.
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khusus berlaku pula hukum acara yang hanya dinolg pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agania.

Berdasarkan pasal 54 tersebut dapat diartikan Ipatava ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang peradilan agama Wiathang-Undang
perbankan syariah merupakan ketentuan yang belsxatpecialisterhadap
ketentuan pasal 1320 jo. 1337 jo.1338 jo.1B838b Undang-Undang Hukum
Perdata yang merupak#&yge generalnya, dengan demikian penerapan asas
kebebasan berkontrak pada perjanjian yang beratemdeanah hukum
ekonomi syariah harus dibuat dengan tidak hanya peadmatikan ketentuan
yang ada dalam KUH Perdata, tetapi juga mempedratitndang-Undang
peradilan agama dan Undang-Undang perbankan syaelaagai pedoman
dalam merumuskan akad-akadnya, dengan demikiarapiken kedepan tidak
terjadi lagi benturan antara asas kebebasan beskodengan kompetensi
absolut peradilan agama, karena penerapan asabakalpeberkontrak telah
diselaraskan dengan kompetensi masing masing leargsrgdilan.

Menurut A.V. Dicey’ yang membahasetuality before the laiwv
mengandung makna setiap orang tunduk pada hukurbstésuif dan
prosedural yang sama) dan setiap sengketa didelaséorum yang sama.
Perbedaan forum diperbolehkan kalau hukum subttinisubyek yang akan
menjadi pihak atau salah satu berbeda dengan supgdk umumnya.

Peradilan agama menegakkan hukum substantif sydaahhanya berlaku

*Muhammad MuslihHukum Acara Peradilan Agan{anline), http://pkpapbhi.files.
wordpress.com /2008/08/hkm-acara-peradilan-agabnseftember 2010).

*‘Salah satu sarjana hukum tata negara ternama $nggrg membahas mengenai makna
“equality before the lafxsebagai sanggahan terhadap kehidupan pengaditaimstrasi.
Meskipun pandangan Dicey sudah ditinggalkan terkdsinggris, tetapi makna ajaran itu tetap
penting. Lihat Hasbi Hasa@p.Cit, hal. x-xi.
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untuk yang beragama Muslim dan non Muslim yang mdakkan diri
didalamnya. Peradilan administrasi menegakkan hukiguabstansif
administrasi dan salah satu pihak harus administesgara. Peradilan militer
hanya berlaku untuk anggota tentara dan hukum antifsyang ditegakkan
tidak semata-mata KUH Pidana umum, tetapi juga KRIdana tentara dan
hukum disiplin tentara. Perkara ekonomi syariah gaedung makna
menerapkan hukum substantif dan prosedural yang stan berlaku bagi
setiap orang tanpa memandang perbedaan agama. rDdegakian tidak
semestinya ada forum yang berbeda yang bebashdigfiloice of forumoleh
yang mengajukan sengketa.

Seharusnya Keberadaannya Pasal 55 UU No. 21 Tdlagdzrfungsi
mempertegas kewenangan pengadilan agama dalamlgsmga sengketa
perbankan syariah, bukannya melahirkan dualismepktensi absolut dalam
menangani penyelesaian sengketa perbankan syaflernatif dalam
penyelesaian sengketa adalah bhilgasi atau non litigas), namun alternatif
dalam memilih kompetensi bukanlah hal yang tepanh@@dilan agama atau
Pengadilan Negeri), persoalannya bukan sekedar étemg absolut dan non-
absolut, ada persoalan yang lebih mendasar, “apb&kdin ada dua forum
untuk menyelesaiakan sengketa untuk suatu hukurstatif yang sama,
subyek hukum yang sama.” Perbedaan forum dalamkaamgenegakkan
hukum substantif yang sama, subyek yang berperksama, akan
menimbulkan disparitas putusan yang akhirnya meuikaln ketidakpastian
hukum. Selain itu, suatu pilihan yangpportunistic bukan saja akan

menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastidgmrn, bahkan lebih jauh
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akan menimbulkan kekacauan hukum (legal disoflegebagaimana
diungkapkan dalam asas “dimana hukum tidak pastnd tidak ada hukum”

(ubu jus unu ertum, ibi jus nullgrf

. Analisis Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah

Awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesa@ngketa
perbankan syariah adalah hendak dibawa kemana Ipsaignya, karena
pengadilan negeri tidak menggunakan syariah sebbagdasan hukum bagi
penyelesaian perkara, sedangkan wewenang PA saaeriturut pasal 49 UU
No. 7 Tahun 1989 semula terbatas hanya bertugabatarenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat partamara orang-orang
yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, hyakean, wasiat dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, damagaf dan shadaqah,
sehingga kemudian untuk mengantisipasi kondisi rdgraka didirikan
Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (Bamui), yartiritan bersama oleh
Kejaksaan agung RI dan MUI. Namun, badan tersetlak toekerja efektif
dan sengketa perdata diantara bank-bank syarialgyadempara nasabah
diselesaikan di pengadilan negeri jigeé&Sedangkan saat ini kewenangan
Peradilan Agama sudah diperluas melalui amandenmeetarpa UU No. 7
Tahun 1989 yakni UU No. 3 Tahun 2006. Amandemen ddgeJndang
tersebut memperluas ruang lingkup tugas dan wevgeRamadilan Agama

dengan ditambahkannya wewenang untuk menyelesaiagketa ekonomi

*Hasbhi HasanQp.Cit, hal. xi.
*’sudikno MertokusumdDp.Cit, Hal.128.
*’Adrian SutediOp.Cit, hal. 170.
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syariah termasulperbankan syariah, hal ini memberikan paradigmai bar
dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dilghkan sebelum
diamandemennnya Undang-Undang tersebut.

Kajian dalam hukum bisnis mengenal adanya dua peaamedalam
mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu melalui jaln litigasi dan litigasi.
Jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaiagksta diluar pengadilan.
Pada umumnya ia menggunakan mekanisme yang hiddglain masyarakat
yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi separd musyawarah,
perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, ohagelbagainya. Sedangkan
sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jaligaki merupakan mekanisme
penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengaenggunakan
pendekatan hukumlafy approach melalui aparat atau lembaga penegak
hukum yang berwenang sesuai dengan aturan Perutbtalangan. Pada
dasarnya, jalur litigasi merupakame last resortatauultimatum remiudium
yaitu sebagai upaya terakhir manakala penyelesaangketa secara
kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilarydat&nidak menemukan
titik temu atau jalan keluat.

Model yang dikembangkan oleh Alternatif Penyelasagengketa
memang cukup ideal dalam hal konsep, namun dalaktgknya juga tidak
menutup kemungkinan terdapat kesulitan jika masmaging pihak tidak ada
kesepakatan atau wanprestasi karena kesepakatgqrdiamat oleh para pihak
dengan perantara mediator tidak mempunyai kekueitaekutorial. Apabila

jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian serglidak dapat menyelesaikan

*Hasbi HasanQp.Cit, hal. 140-141.
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perselisihan (tidak tercapai kesepakatan atau manetan buntudeadloch;,
maka lembaga peradilan atau jalur litigasi adalatvang terakhir sebagai
pemutus perkard.

Munculnya lembaga alternatif (ADR) dalam penyelasasengketa
merupakan suatu bentuk kritik terhadap lembagadgaralLitigasi yang ada
dan telah mapan sejak lama, lembaga penyelesaiket@ngalternatif
dipandang perlu takala lembaga penyelesai sengketasudah ada dianggap
tidak efektif, lambat, tidak dapat memuaskan panrakp(win-lose solution).

Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilarafadiigasi) pada
bidang ekonomi syariah pengadilan yang berwenaat@plgengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini mulaegiimasinya Undang-
Undang peradilan agama untuk menangani sengkeiargean syariah terlihat
pada perubahan pertama pasal 49 UU No. 3 Tahun 286§ mengatur
mengenai kewenangan mutlak mengadili peradilan agamng berbunyi:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memaemn&sajtus,
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama aotaray-orang
yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

C. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadagah; dan

I. ekonomi syariah

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 dinyatakan:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di gidarbankan
syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syaratya. Yang

*9 SuhartonoParadigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariahdbnesia,
(Onling), www. Badilag.net, hal. 11. (5 April 2011)
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dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragsam'l
adalah termasuk orang atau badan hukum yang deegadirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Isianmgenai
hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agameasdsngan
ketentuan Pasal ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 tersebut, makaulsehasabah
lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syarshbabk konvensional
yang membuka unit usaha syariah dengan sendirenjat dengan ketentuan
ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad madplam penyelesaian
perselisihart?

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang aadenj
kewenangan Pengadilan Agama adé&tah:

a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembagarigan dan

lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya,;

b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesammdalg
keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;

c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara oranggorngang
beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya dissibdengan
tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalatadaekan
prinsip-prinsip syariah.

Kemudian dalam penjelasan pasal 49 Huruf (i) meukein:

Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah @¢aouatau
kegiatan

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'atara lain
meliputi:

a. bank syariah;

b. lembaga keuangan mikro syariah.
Cc. asuransi syariah;

80Suhartonolbid., hal. 13.
81Suhartonolbid., hal. 13.
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d. reasuransi syariah;

e. reksa dana syariah;

f. obligasi syariah dan surat berharga berjangkaemgah syariah;
g. sekuritas syariah;

h. pembiayaan syariah;

i. pegadaian syariah;

J. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan

k. bisnis syariah.

Berdasarkan pasal tersebut, peradilan agama dimsvenang penuh
untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomiasyameliputi bidang-
bidang tersebut di atas. Untuk itu maka dituntudidgan lembaga tersebut
dalam banyak hal, termasuk di dalamnya kesiapamurhugubstantif yang
tidak terlepas dari hukum Islam sebagai pijakarsaBiping menyiapkan
sumber daya manusia dalam hal ini para hakim daraap lainny&?

Kendati demikian meskipun UU No. 3 Tahun 2006 teldderlakukan,
tidak berarti secara otomatis seluruh jajaran Rlaradhgama akan segera
dibanjiri perkara muamalat, karena pada umumnyakpetkonomi syariah
selama ini telah terbiasa mempergunakan bentuk ebesaian sengketa
syariah secara non-litigasi, seperti negosiasi,iaseddan arbitrase. Hampir
dalam semua akad transaksi lembaga keuangan syaeiatantumkan klausul
bahwa jika terjadi perselisihan akan menyelesaikacara musyawarah
mufakat, jika tidak akan diselesaikan melalui Basga atau Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sebagaimana diketahui dari berbagai pendapat palfanmeaupun
masyarakat, dewasa ini banyak pihak yang berkegakbahwa produk dan

jasa sistem Lembaga Bisnis syariah memiliki keufgukomparatif

(comparative advantage) dibandingkan dengan sistgrarbankan

®2yusna ZaidaOp.Cit, hal. 4.
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konvensional. Keunggulan komparatif sistem bankrialaini terlihat dari
karakteristik antara lain (1) peniadaan pembebamnamga, (2) mencegah
kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan (3pgp bahwa pembiayaan
ditujukan kepada usaha-usaha yang menerapkan ptdbigyaan usaha
dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pdetdm kegiatan perbankan
syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawdh masing-masing
pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalamenjalankan
kegiatannya semua pihak pada hakikatnya akan méatgean prinsip kehati-
hatian dan akan memperkecil kemungkinan risik@ti@nya kegagalan usaha.
Oleh karena itu kebutuhan akan Undang-Undang yaergadi payung hukum
bagi kelancaran dan ketertiban seluruh aktifitagy@rkait dengan perbankan
syariah sangat penting sekali.

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangekonomi
menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akama®é tanpa
pembaharuan hukum. Memperkuat institusi-institusukum adalah
preconditionfor economic changecrucial to the viability of new political
system danan agentof social chang€ Agar hukum dapat berperan dalam
pembangunan ekonomi nasional maka hukum di Indanesius memenuhi
lima kualitas, yaitu; kepastiarpredictability); stabilitas §tability); keadilan
(fairnesy; pendidikan éducation; dan kemampuan SDM di bidang hukum

(special abilities of the lawygrKelima fungsi regulasi ini merupakan modal

®3sufriadi, Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Sdxiasional(BASYARNAS)
dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dilReagadilan, Jurnal Ekonomi Islam La
Riba,Vol.1, No.2, Desember 2007, hal. 261.
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dalam membuat aturan hukum yang efektif dalam megoa objek yang
diatur®

Lahirnya Undang-Undang perbankan syariah dikemudiaari
merupakan jawaban atas perubahan dari Undang-Ungaraglilan agama,
yang juga didalamnya mengatur mengenai perbankanabky khususnya
bagian penyelesaian sengketanya. Positivisasi asiguderbankan syariah
dalam bentuk Undang-Undang mempunyai kedudukan ysragegis. Ini
menambah betapa pentingnya Undang-Undang disamgebggai wujud
kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah menjadatadalam pembangunan
hukum nasional. Undang-Undang begitu penting kelikebicara mengenai
hukum karena:

a. Dengan Undang-Undang, materi hukum lebih mudah pditian dan
dijadikan pedoman, karena bentuknya yang tertudis t@rkodifikasi. Ini
berbeda dengan yang tidak tertulis, oleh karenaushanemperoleh
keterangan dan tidak cukup hanya satu-dua orangk umeyakinkan
bahwa apa yang disampaikan itu berupa materi hukdak tertulis.
Terlebih lagi karena wujudnya tidak ada, maka tidakdah untuk
dijadikan ukuran atau standar dalam penerapannga. dengan kata lain,
akan dapat diperoleh tanpa ada kesulitan untuk apatklannya, namun
harus dengan usaha dan pikiran yang sungguh-sungguh

b. Dalam banyak hal, dengan Undang-Undang berarth tielgadi unifikasi

hukum yang dapat berlaku secara nasional dan tibktasi oleh daerah,

4Sufriadi, Ibid., hal. 261.
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suku atau golongan tertentu. Hal ini mengecualikémdang-Undang
tertentu yang dengan tegas menyebut ruang lingkulpkunya Undang-
Undang tersebut.

c. Lebih mudah dipahami. Kalaupun ada ungkapan yamgrpretable
(mungkin ditafsirkan), ini pun jauh lebih mudah idpada menafsirkan
hukum yang tidak tertulis, yang akan lebih banyalenimbulkan
perdebatan dalam penemuannya, apalagi dalam pamaiga.

d. Risiko bagi penegak hukum lebih kecil, dibandingkaeranian untuk
melakukan ijtihad demi menemukan hukum. Tuduhanwbapenegak
hukum melanggar Undang-Undang, juga tidak akan ada.

e. Bagi penyidik akan sangat mudah ketika menjeraan@garan hukum
dengan menunjuk pasal-pasal tertentu; dan akan Mm@ kesulitan
ketika harus menjerat pelanggaran dengan menumgukainorma yang
hidup di masyarakar.

Lahirnya UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankanri@yguga
menjadi dasar hukum yang kuat bagi terselenggarpast@ankan syariah di
Indonesia, kendatipun masih ada beberapa hal yarasihm perlu
disempurnakan, di antaranya perlunya penyusunan pEnyempurnaan
ketentuan maupun Perundang-Undangan mengenai mpedégsasi bank
syariah secara tersendiri sebab Undang-Undang yal®ay sesungguhnya
merupakan dasar hukum bagi penerapan dual bankstgns. Keberadaan
bank syariah hanya menjadi salah satu bagian dagrgam pengembangan

bank konvensional, padahal yang dikehendaki adsdak syariah yang betul-

85 A. Qodri Azizy dalam JunaidPositivisasi Hukum Islam Dalam Perspekiif
Pembangunan Hukum Nasional Indonesia di Era Refsgmasis, Surakarta, Universitas Sebelas
Maret, 2009, hal. 108-109.
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betul mandiri dari berbagai perangkatnya sebaggiabaperbankan yang
diakui secara nasional. Karena pengembangan pexbayariah sendiri pada
awalnya ditujukan dalam rangka pemenuhan pelayabagi segmen
masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jabargean karena sistem
perbankan konvensional dipandang tidak sesuai depgasip syariah yang
diyakini.®®

Hanya saja kemudian timbul masalah baru tatkalaabgdndang
perbankan syariah ikut mengatur perihal penyelasseagketa, pasal 55 UU.
Perbankan syariah berbunyi:

Pasal 55

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilaku&an o
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penye&asa
sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengakasi. A

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada)aya
tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Kemudian dalam penjelasannya berbunyi:

Penjelasan Pasal 55
Ayat (1): Cukup jelas.
Ayat (2): Yang dimaksud dengan “penyelesaian selagke
dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upayagselteerikut:
a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basgg)
atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilaruom
Ayat (3): Cukup jelas.

Penjelasan dari ayat (2) diatas menyebutkan bahivak pyang
berwenang menyelesaikan sengketa sesuai dengaakadi adalah upaya

dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan agbiB8gariah Nasional

®Adrian SutediOp.Cit.,Hal.169-170.
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atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengaddalam lingkungan
peradilan umum.

Secara materil substansial pasal 55 Undang-UndaadpaRkan
Syariah telah memunculkan kembali kompetensi abspéradilan umum
terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumelgh tdilimpahkan
kepada peradilan agama.

Penjelasan ayat (2) pasal 55 atas UU perbankaraByaaupun alasan
mengapa sengketa perbankan syariah dialihkan merkad/enangan
peradilan umum sesungguhnya bertolak belakang debgayi UU No 3
Tahun 2006 yang merupakan hasil amandemen tertzetsrapa pasal dari
UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama karafendPasal 49 huruf
(i) telah digariskan bahwa Pengadilan Agama begudan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraagkai pertama antara
orang-orang yang beragama Islam (termasuk oranglkstdan hukum yang
dengan sendirinya menundukkan diri dengan suk&sgada hukum Islam) di
bidang ekonomi syariah, sehingga dapat dikatakéa pgecara vertikal
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945neauRasal 24 ayat f1)
dan (2% tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 28D ayé&t €Bcara
horizontal bertentangan dengan UU Peradilan agabid, kekuasaan

kehakiman, dan UU Kaidah Pembentukan PeraturamBang-Undangan.

’Ayat (1) pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakimarupatan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna ra&kag hukum dan keadilan, lihat UUD
1945 & perubahannya, cet. Ill, Depok, Puspa Swa0@y, hal. 23.

% Ayat (2) pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiméakdkan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahngendengkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilditenilingkungan peradilan tata usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Uh#D 1945 & perubahannya, Ibid., hal. 23.

% Ayat (1) pasal 28D UUD 1945: Setiap orang bertak gengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serfalpean yang sama di hadapan hukum, lihat
UUD 1945 & perubahannya, Ibid., hal. 29
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Demikian pula secara yuridis formal mengakibatkamrhya undang
undang yang saling tumpang tindih, disharmonisaktidingkron dan pada
akhirnya mengurangi keefektifan sistem hukum yateydi Indonesia.

Sejak awal, dipahami bahwa landasan yang digunakamomi
syariah dan konvensional memiliki perbedaan yangstsmsi, sehingga
penyelesaian sengketa antara keduanya juga mepdikedaan, oleh karena
itu Pengadilan Negeri yang populer (dalam perkaeadgta) menangani
ekonomi konvensional sejatinya tidak dapat memrosmsgketa ekonomi
syariah yang memiliki perbedaan prinsip dengan ekonkonvensional’
Sementara itu, Pengadilan Agama yang diasumsikaih tepat menangani
sengketa ini secara yuridis normatif dengan diugklannya UU. Pengadilan
Agama No. 3 Tahun 2006.

Berikut ini Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaiangketa
Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama keumaggkiunggulan
pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketangerbayariah, antara
lain sebagai berikut.

a. Pengadilan agama memiliki SDM vyang sudah memahami
permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasdan
pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelasbeara berkala.

b. Pengadilan agama mempunyai hukum materiil yangaktablished
khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariahantiiranya
berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam pep@naya masih

kontekstual.

9 Sufriadi,Op.Cit, hal. 260.
"adrian SutediOp.Cit, hal.178-179.
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Keberadaan kantor pengadilan agama hampir mekgatiua wilayah
kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia skbagian besar
telah mengaplikasikan jaringan teknologi inform@d) dengan basis
internet sehingga apabila dibandingkan dengan Baaya yang
keberadaannya masih terkonsentrasi di ibukota, nadsagadilan
agama mempunyai keunggulan dan kemudahan pelayanan.
Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesi&y yaasyarakat
muslim yang saat ini sedang mempunyai semangagitidglam
menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Adanya dukungan politisi yang kuat karena pemehiian DPR telah
menyepakati perluasan kewenangan peradilan agarsebte pada
tanggal 21 Februari 2006 sehingga lahirnya UU Nd.aBun 2006
adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadautan
hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dardp@nakeluarga
menjadi peradilan modern.

Adanya dukungan dari otoritas perbankan (Bank led@) dan
dukungan dari lembaga keuangan Islam diseluruhaduni

Disamping adanya kelebihan dan keunggulan diaEsdpan agama

memiliki beberapa kelemahan terhadap kewemamyga dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnpamen syariah, yaitu

sebagai beriku

a. Aparat peradilan agama yang sebagian besar mempbagieground

disiplin ilmu syariah dan hukum kurang memahamifigké ekonomi,

"?pdrian SutediOp.Cit, Hal.179-180.
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baik yang bersifat mikro maupun makro, juga kegiatéidang usaha
sektor riil, produksi, distribusi, dan konsumsi.

. Aparat peradilan agama masih gagap terhadap kegiatabaga
keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usktwa sil, seperti

bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syamahifinance pasar

modal, dan sebagainya.

. Pencitraan inferior terhadap pengadilan agama dgmandang hanya
berkutat pada masalah NTCR sulit dihapus, hal Eupakan dampak
dari kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkaituk

menyosialisasikan UU No 3 Tahun 2006.

. Sebagian besar kondisi gedung kantor pengadilamagin sarana
maupun prasarananya yang ada belum mempresentasétzgai

lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili pan&irbdan

pelaku bisnis, oleh karenanya untuk mengubah parealisebagai
lembaga peradilan yang modern, maka hal itu mutéakis diperbaiki
dan ditunjang oleh anggaran yang memadai untukntédwn yang
akan datang

. Adanya aparat peradilan, terutama sebagai haking yaasih gagap
teknologi menjadi kendala tersendiri bagi merekangyaakan

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena famgean ekonomi
syariah bagi para hakim harus selalp to date,tentunya harus
didukung oleh kemampuan mereka dalam mengaksesmna$o dari

berbagai media, terutama melalui internet.
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Urgensi dalam penambahan, atau perluasan kewengoeyadilan
agama dengan cara pengembangan hukum Islam méddlui legislasi
terutama yang mengatur bidang ekonomi syariah thfsglukan alasanny&:

a. Pengaturan terhadap bidang ekonomi syariah sifataglah mendesak
tekait dengan kewenangan baru peradilan agama aatngelesaikan
sengketa dibidang tersebut, sebagaimana bunyi p&sdalU No.3
Tahun 2006. juga melihat kebutuhan hukum dewasa legjislasi
merupakan tuntutan obyektif dan urgen, karena akemdukung
implementasi hukum Islam secara pasti dan mengi&eara yuridis
formal.

b. Materi hukum ekonomi syariah adalah merupakan hugrivat Islam,
bukan hukum publik, sehingga jika bidang ini diasigkejalur
legislasi tidak akan memunculkan konflik serius,ikbaitingkat
internal maupun eksternal karena sifatnya yangeusal dan netral.
Produk legislasi adalah produk politik, sehinggauknbisa berhasil
memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapatukungan
suara mayoritas dilembaga pembentuk hukum dan faktiaik
menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islamkam mayoritas
di Indonesia, namun memperhatikan konfigurasi olidalam
dasawarsa terakhir cukup memberi angin segar bagnlia produk-
produk hukum nasional yang bernuansa Isfami.

c. Materi hukum yang akan diusung ke jalur litigasincekup hukum

privat yang bersifat universal dan netral sehinggak memancing

lbnu EImi A.S. PeluQp.Cit, Hal. 73-74.
" Ibnu Elmi A.S. PeluQp.Cit, Hal. 73-74.
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sentimen agama lain. Kemungkinan besar tidak akenimbulkan
gejolak sosial yangostnya sangat mahal.

Sistem politik Indonesia memberikan peluang bagniuh dan
berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk kimelegislasikan
hukum Islam

Pada tataran yuridis konstitusional, berdasarkanpgirtama pancasila
dan pasal 29 UUD 1945, hukum Islam adalah bagian lde&um
nasional dan harus ditampung dalam pembinaan hulasional, serta
sejalan dengan program legislasi nasional.

Yusna Zaida menyebutkan bahwa pada dasarnya setmgixeta yang

muncul termasuk sengketa ekonomi terdapat tigekagp&ni’®

a. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan ant@s seirdandas sollen

b.

atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi demgama yang
seharusnya dijalankan, sehingga sesuatu yang itetjadebenarnya
merupakan hal yang secara normatif seharusnya bdéh terjadi
atau tidak boleh dilakukan.

Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang im@msuatu pihak
merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuatkn&bn

fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara sukamedagganti kerugian
atau menyelesaikan dengan damai dan masing-maibiaky fpdak mau

mengalah atau mengalah salah satunya.

Yusna ZaidaOp.Cit, hal. 23.
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c. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya setagktu terjadi
antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. éRassional
manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa.

Oleh karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga aspaka setiap
sengketa memiliki 3 (tiga ) sifat yang melekat pa@a yang melambangkan
unsur-unsur tersebut, yaitu:

a. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekatgadai atau norma
hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai nohmBumnya
kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang beltiesdia atau saling
berlawanan, adanya keragu raguan atau ketidakpastieum, atau
belum adanya aturan dan lain sebagainya.

b. Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melgk@da objek
sengketa atau benda yang disengketakan, mungkombga berbeda
atau berlainan dan sebagainya.

c. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melg@kata manusianya,
mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dantikes,
pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, paigy analisis,
cara berpikir dan keyakinannya) keinginan atau kepgan yang
berbeda atau berlawanan.

Perkembangan terakhir dari UU perbankan syariahiyaéda saat ini
telah diajukan peninjauan kembali (judicial revieatas Penjelasan Pasal 55
ayat (2) huruf d ke mahkamah konstitusi dalam Rexgs Perkara Nomor

9/PUU-VIII/2010 Oleh Dadan Muttagien dengan bebaralasan antara lain:

®Yusna ZaidaOp.Cit, hal. 23.
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a. berdasarkan pendekatan sosiologi hukum, lembagg panvenang
meyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Piamgatigama
karena sejalan dengan isi Pasal 49 UU No. 3 Tal@6 2entang
Peradilan Agama.

b. Apabila dilihat dari persyaratan pendidikan par&imaya, hakim
peradilan agama lebih kompeten. Sementara hakimapdan negeri,
para hakimnya meungkin non muslim, juga persyarpénidikannya
tidak memenuhi kualifikasi untuk memeriksa perkakanomi syariah.

c. Peradilan agama yang berdasarkan UU No. 3 Tahué 2@dnpunyai
komptensi menangani perkara ekonomi syariah yanglathmnya
termasuk perkara perbankan syariah ternyata digumeh perangkat
hukum lain yang notabene sebenarnya dimaksudkantukiun
memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah.

d. Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan pkEnradigama dan
peradilan umum dalam bidang perbankan syariahnsel@nunjukkan
adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kongpaetengadili
oleh dua lembaga litigasi.

Hal ini semakin membuktikan bahwa memang sejak &edudukan
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU No. 21 maB008 tentang
perbankan syariah telah mengakibatkan terjadiny@ddeastian hukum,

kedisharmonisan dan merupakan sumber penyebabahasal
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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah ukiedsan pada bab-
bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukk&ampulan dan saran

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pilaak) yerkait.

A. Kesimpulan

Keberadaan Undang-Undang perbankan syariah bearmamis dan
sinkron dengan Undang-Undang peradilan agama. IBsarepasal 55 ayat (2)
UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah na&eup penyebab
kedisharmonisan dan sumber inkonsistensi peratBemndang-Undangan
khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengleztzankan syariah.
Terkait dengan UU No. 10 Tahun 2004 dapat disimgulkahwa penjelasan
ini bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) dan (3)No 21 Tahun 2008
tentang perbankan Syariah kemudian pasal 49 UU3Niahun 2006 jo. UU
No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

Undang-Undang perbankan syariah merupakan pemnatwyang
termasuk dalam bidang ekonomi syariah, dengan damilseharusnya
ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengkebankan syariah
diselaraskan dengan Undang-Undang peradilan agareahingga
keberadaannya bisa saling mendukung dan melengksgh, karena itu,

supaya tidak menimbulkan kerancuan, Penjelasan B&sayat (2) huruf d
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yang berbunyi: “penyelesaian sengketa melalui pditega di lingkungan
peradilan umum” lebih baik dihapus.

Kedudukan peradilan agama sebagai lembaga penyelesgketa
perbankan syariah dipertegas berdasarkan asasnpgltia® Keislaman dan
asas penundukan diri, sedangkan dalam penerapskeisabasan berkontrak
tidak diartikan sebagaimana bebas menentukan leanliggasi mana yang
mengadili, “bebas” disini diartikan sebagai bebaguk memilih tunduk
berdasarkan lembaga perbankan sistem konvensidaal sisstem syariah,
ketentuan yang mengatur mengenai lembaga litigasyglesaian sengketa
syariah (pasal 49 UU No 3 Tahun 2006) bersifat Irapie(dwingenrecht) dan
lex specialist terhadap KUH Perdata sehingga tidak dapat dikesaykgn
dengan asas kebebasan berkontrak, justru dalanmih@dra pihak pembuat
perjanjianlah yang harus lebih cermat dan tepaandamenyusun klausa
penyelesaian sengketa.

Undang-Undang perbankan syariah bukanlah Undangutundang
mengatur persoalan peradilan, penanganan sengketss tsyariah telah
ditetapkan dalam hasil amandemen Undang-Undang difsera agama.
Berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, [mraggama memiliki
kapasitas dalam menangani perkara sengketa perbagédah. Saat ini baik
pengadilan agama maupun pengadilan umum beradavatibanahkamah
agung, itu berarti pengadilan agama memiliki kedtatluyang sama dan
setara dengan pengadilan umum, maka pemberian \@egeruntuk
menyelesaikan sengketa perbankan syariah kepamgagitan umum secara

yuridis konstitusional tidak memiliki pijakan yangukup kuat dan dalam
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tataran praktis dapat melahirkan disparitas putugamg bermuara pada

ketidakpastian hukum.

B. Saran
Adapun saran berdasarkan pokok pemasalahan séfzaggpenelitian
sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan peraturag fianmonis dan
sistematis, khususnya terkait dengan peraturan emamngoenyelesaian
sengketa perbankan syariah, sehingga tercapai ifgéskt dan
independensi lembaga peradilan agama dalam mek#aatugasnya.

2. Bagi Aparat di Pengadilan Agama, mengingat kompiaks dan
beragamnya bidang ekonomi syariah, maka peningkkéamlian dan
kemampuan sumber daya manusia (hakim, paniterajsijay di
lingkungan peradilan agama baik melalui pendidikarmal maupun
informal (pelatihan, diklat, seminar) secara bexk&hususnya dalam
bidang ekonomi syariah mutlak diperlukan. Selain iliperlukan
sosialisasi tentang kewenangan peradilan agamad&gpelaku kegiatan
perbankan syariah dan masyarakat pada umumnya peni@mgkatan
sarana maupun prasarana serta anggaran yang megnadamenunjang
kesiapan dalam menangani penyelesaian sengketangarb syariah,
dengan demikian pencitraan inferior terhadap pefgacigama yang
dipandang hanya berkutat pada masalah nikah, tedagi, rujuk (NTCR)
perlahan-lahan hilang dan pengadilan agama siapujmeperubahan

paradigma dari peradilan keluarga menuju peradiadern.
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3. Bagi Pelaksana Jasa Perbankan Syariah (Lembagangarbsyariah baik
di kantor pusat maupun kantor pembantu, kalangabapkan syariah
notaris, PPAT dan para pihak terkait yang ikut nedgryggarakan
pelaksanaanya), wajib mengetahui peraturan-peratyemg berkaitan
dengan kegiatan perbankan syariah termasuk lemlpege/elesaian
sengketanya.

4. Bagi Pengguna Jasa Perbankan Syariah (Nasabalgashetan asas
personalitas dan asas penundukan diri, memungkimi&sabah yang
beragama selain Islam untuk terlibat, maka pada padkatan dibuat,
nasabah atau pihak-pihak yang terkait dapat menoéormasi dan
penjelasan yang memadai dari petugas bank mendemdiaga yang

berwenang menyelesaikan bila terjadi sengketa.
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